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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil Kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak ”

(QS. An-Nisa : 19)”

“ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Sari
Agung, 1993)
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ABSTRAK

Syariah Nabilla, 2022: Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk Melindungi Hak Perempuan dalam
Perkawinan.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Taklik Talak, Kompilasi Hukum Islam, Hak

Pada umumnya, dalam sebuah perkawinan pihak yang paling sering
mendapat perlakuan kurang baik dan hak-haknya tidak terpenuhi adalah seorang
isteri. dengan dengan demikian sebagai salah satu upaya untuk melindungi hal
tersebut diadakan perjanjian perkawinan berupa taklik talak yang dibacakan pada
saat setelah akad perkawinan dilangsungkan. Namun dalam masyarakat
keberadaan taklik talak masih diperdebatkan, apakah perlu atau tidak dibacakan
pada saat sesudah akad perkawinan dilangsungkan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana ketentuan
perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia? 2) Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam
Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi hak perempuan dalam perkawianan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui ketentuan perjanjian
berupa taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2) Untuk
mengetahui urgensi perjanjian berupa taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam
untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan.

Penelitian ini _menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library
research) yang bersifat normatif. Dengan menggunakan pendekatan Undang-
Undang (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach).
Teknik pengumpulan data menggunakan library research dengan cara mengkaji
literatur dan peraturan Perundang-Undangan. Dan dianalisis menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian lini~sampai pada simpulan bahwa 1) pelaksanaan taklik talak di
Indonesia lebih,menyerupai taklik talak syarthi, karena.menggantungkan syarat-
syarat tertentu- yang sudahditentukan.” Ketentuan-taklik ‘talak dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia masuk dalam, bab: perjanjian perkawinan. 2) Urgensi
taklik talak yaitu untuk melindungi isteri dari perlakuan sewenang-wenang suami
serta melindungi hak-hak yang harus didapatkan isteri dalam perkawinan.
Urgensitas taklik talak yaitu sebagai janji suami kepada isteri, sebagai alat
perlindung isteri, sebagai perlindungan hukum, serta dapat memudahkan
pengaduan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang dianggap penting dan
sangat sakral dalam kehidupan manusia. Perkawinan antara seorang pria dan
seorang wanita memiliki aspek dan konsekuensi (akibat) hukum. Ketika
seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka secara otomatis diberikan
hak dan kewajiban yang dibebankan. Perkawinan juga bertujuan untuk
membangun hubungan pergaulan dengan didasari rasa untuk dapat saling
tolong menolong. Perkawinan yang juga merupakan sebuah anjuran agama
yang bersifat sunnah, maka perkawinan mengandung maksud untuk
mendatangkan keridhaan Allah SWT.?

Kata kawin di dalam bahasa Indonesia merupakan kata dasar dari
perkawinan, yang artinya membangun relasi (hubungan) dengan lawan jenis
yang mengacu pada hubungan kelamin atau bersetubuh.®* Di dalam Islam
istilah perkawinan lumrahnya disebut dengan pernikahan,yang berasal dari
kata yang berbahsa Arab yaitu nikah (z\) yang berarti mengumpulkan,
memasukkan kelamin laki-laki pada kelamin perempuan atau istilah lainnya
adalah bersetubuh (wathi).®

Ikatan perkawinan merupakan pondasi dasar untuk membentuk

keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, pelaksanaan

2 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5.
® Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.
* Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, 4.



perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma
hukum dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan dengan tujuan untuk
mengatur hak, tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarga dalam
rangka membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.’

Indonesia adalah negara hukum yang tentu saja sudah menetapkan
Undang-Undang mengenai perkawinan sebagai landasan, yang tertera dalam
Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang telah dilengkapi dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan instruksi presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya
mengenai perkawinan.

Tujuan adanya perkawinan diantaranya ialah untuk membentuk
keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan
Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang
tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut juga memberi arti bahwa
perkawinan tidak hanya mengikat secara hukum saja, akan tetapi juga
mengikat secara*lahiriah. Dalam: hukum sebuah ‘adat,. perkawinan bukan
sekedar mengikat antara pihak suami‘dan isteri, ‘dua buah ‘keluarga, bahkan
perkawinan juga mengikat dan menghubungkan sampai pada leluhur kedua
belah pihak. Perkawinan juga menjadi awal mula terbentuknya sebuah
kelompok (komunitas) atau masyarakat, dan merupakan lingkungan awal

dalam kehidupan sosial masyarakat.

® Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari
Hukum Perjanjian”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No. 3 (Desember 2013), 336.



Walaupun hakikatnya suatu perkawinan itu bertujuan untuk
membentuk keluarga bahagia yang berlandaskan sakinah mawaddah
warahmabh, tetapi tidak menutup kemungkinan ada permasalahan yang timbul
di dalam perkawinan tersebut. Karena pada hakekatnya perkawinan adalah
menyatukan dua insan dengan dua isi kepala dan pemikiran yang berbeda.
Maka permasalahan dan perselisihan perbedaan pendapat dalam perkawinan
itu adalah hal yang lazim terjadi. Dengan demikian, di dalam pernikahan
bukan hanya persiapan materi yang dibutuhkan, akan tetapi mental dan
kedewasaan juga sangat dibutuhkan untuk menyikapi permasalahan-
permasalahan yang akan muncul dalam pernikahan.

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perkawinan itu,
tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian sebagai keputusan terakhir
yang diambil. Karena masalah yang datang terus-menerus dan perselisihan
yang tak kunjung usai dan tidak lekas menemukan jalan keluar, biasanya
pasangan suami isteri akan memilih bercerai sebagai jalan terakhir.

Masyarakat ' Indonesia .« masih banyak ' yang ' meyakini bahwa
pengucapan’ talak sepenuhnya ‘ada“pada ‘pihak suami.- Apabila_suami sudah
mengucapkan talak, baik secara langsung, terang-terangan maupun sindiran,
maka sudah berakhirlah hubungan yang telah mereka bangun.

Untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan atas hak talak
yang diberikan agama pada seorang suami, maka diadakanlah sebuah
perjanjian perkawinan berupa taklik talak sesudah akad perkawinan

dilangsungkan. Sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia ketika ada



seorang laki-laki yang ingin memulai suatu ikatan perkawinan mengucapkan
taklik talak. Calon suami akan mengajukan syarat bila dia menyakiti istrinya
atau bahkan dia menghiraukan istrinya dalam kurun waktu tertentu, maka
apabila istri melakukan pengaduan pada Pengadilan khususnya di Pengadilan
Agama dapat menyebabkan tercerainya isteri. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pembacaan taklik talak mempunyai akibat hukum pada keuda calon
mempelai yang mengadakannya.®

Dalam perkawinan adat di Indonesia terdapat prosedur yang mengatur
tentang perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri, yang
kemudian dicantumkan dalam buku nikah. Taklik talak dianjurkan untuk
dibacakan oleh calon suami setelah akad perkawinan berlangsung. Hal
tersebut dianggap lumrah oleh masyarakat dan lama-kelamaan menjadi sebuah
kebiasaan dalam adat perkawinan masyarakat pemeluk agama Islam. Adanya
taklik talak bertujuan agar bisa menjaga hak seorang wanita dalam
perkawinan, dan juga menghindari Tindakan kesewenang-wenangan suami
pada istri.’

Diadakannya ‘sighat taklik talak" pasti-memiliki tujuan-tertentu, yaitu
untuk melindungi isteri dari perbuatan yang kurang baik dari suaminya. Jika
seorang isteri mendapatkan perlakuan seenaknya dari suaminya, dan isteri
tidak rela/ridho, maka seorang isteri bisa mengajukan pengaduan berupa

gugatan cerai untuk suaminya ke Pengadilan dengan dalih suaminya telah

® Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: Inis,
1998), 78-81.
” Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007) 386-387.



melanggar sighat taklik talak yang diucapkan pada saat akad perkawinan
dahulu.

Pengucapan taklik pada hakikatnya ialah sebuah hal lumrah yang telah
menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun. Hal tersebut
menjadi sebuah gambaran bahwa hukum adat serta hukum Islam tidak dapat
dihilangkan pada proses legislasi (pembuatan Undang-Undang), salah satunya
pada hukum keluarga yang mana keduanya saling berkaitan dan juga sama-
sama memiliki pengaruh terhadap satu sama lain.?

Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan
disarankan untuk melafalkan ikrar taklik talak pada isterinya. Karena ada
taklik talak, isteri bisa merasa lebih aman karena isteri merasa memiliki kuasa
dan hak untuk membuat laporan pengaduan gugatan cerai pada suaminya
apabila dikemudian hari dalam pernikahan mereka suaminya melakukan suatu
hal yang melampaui batas, dan juga mempunyai tujuan agar isteri tidak
teraniaya karena hak talak yang diberikan pada suami. Akan tetapi perceraian
bisa dikatakan dan dianggap sah apabila perceraian tersebut dilaksungkan di
depan sidang pengadilan. ‘Dengan adanya taklik-talak ini," diharapkan agar
pihak suami dan isteri 'sama-sama memiliki pengetahuan yang benar dan
sesuai pada tujuan dan maskud taklik talak guna membangun sebuah keluarga
yang sakinah mawaddah warahmah.®

Di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai taklik talak masih menjadi

perdebatan mengenai perlu atau tidak untuk mengadakan taklik talak ketika

® Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, 75.
® Muthoin, “Analisis Taklik Talak Perspektif Gender”, Jurnal Muwazah, Vol 04. No 12
(2012), 265.



akan melangsungkan perkawinan. Bagi perempuan sendiri, sangat diperlukan
untuk diadakan pembacaan sighat taklik talak, yang digunakan untuk
melindungi hak perempuan dalam perkawinannya dan yang paling penting
melindungu perempuan dari perlakukan tidak menyenangkan dari laki-laki.
Namun, pada pihak yang kontra akan diadakannya taklik talak menyatakan
bahwa tidak perlu ada pembacaan taklik taklak, bahkan ada yang tidak
memperbolehkan karena tidak mereka beranggapan bahwa taklik talak tidak
ada dasarnya, tidak ada dalil ga¢’i yang membahas mengenai taklik talak.*®

Beberapa jumhur ulama memiliki pendapat bahwa apabila seseorang
telah mengucapkan sighat taklik talak atas keinginannya sendiri dan sudah
memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka pengucapan taklik talak tersebut
bisa dikatakan sah, baik taklik talak yang ada sumpah (qasamy) di dalamnya
maupun taklik talak yang di dalamnya hanya terdapat syarat biasa. Karena
pada hakikatnya apabila seseorang telah membaca sighat taklik talak itu bukan
berarti dia mentalak isterinya pada waktu Itu juga, akan tetapi
menggantungkan“talak padal syarat-syarat yang ada di dalam taklik tersebut,
apakah takliknya sudah memenuhi-syarat atau'belum.

Dengan uraian ‘pendapat jumhur di atas itulah yang dijadikan
pemerintah Hindia Belanda yang berada di Indonesia dahulu sebagai contoh.
Kementrian Agama di Indonesia pada saat setelah kemerdekaan telah
menyusun taklik talak dengan cermat sehingga suami tidak mengucapkan

sighat taklik talak sembarangan, dan juga mempunyai tujuan untuk

19 Muthoin, “Analisis Taklik Talak Perspektif Gender”, 269.



mewujudkan hak talak yang seimbang antara suami dan isteri, yang mana
suami diberikan hak talak yang mutlak oleh agama.

Dari banyaknya uraian taklik talak di atas, bisa dilihat inti dari
diadakannya perjanjian perkawinan yang berbentuk taklik talak adalah untuk
melindungi hak perempuan di dalam sebuah perkawinan. Di dalam jurnal
yang ditulis oleh Saberiani, yang membahas tentang upaya perlindungan
terhadap hak isteri dengan diadakannya taklik talak, menjelaskan bahwa
secara umum dalam sebuah ikatan perkawinan pihak isterilah yang sering
mendapat perlakuan tidak menyenagnkan dan sikap seenaknya dari suami.
Walaupun tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu
suami yang mendapat perlakuan tidak menyenagnkan dan sikap seenaknya
dari isteri, akan tetapi didalam kehidupan bermasyarakat lebih sering dijumpai
perlakuan tidak menyenagnkan dan sikap seenaknya terhadap isteri daripada
terhadap suami. Dengan demikian, sebagai bentuk preventif untuk menjamin
hak-hak seorang isteri dan memberikan pemahaman terhadap suami akan hak
dan kewajiban 'untuk 'isteri yang -harus ' dia‘ penuhi, 'maka pemerintah
memberlakukan ‘adanya perjanjian” perkawinan yang berbentuk taklik talak
yang telah dirumuskan' oleh Kementrian Agama. Yang secara khusus
ditujukan untuk para isteri agar bisa menyetarakan hak talak, yang pada
hakikatnya hanya dimiliki oleh seorang suami.™*

Dari berbagai pendapat dan juga pandangan dari berbagai pihak

mengenai perjanjian perkawinan khususnya perjanjian perkawinan yang

11 Saberiani, “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, Jurnal
Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021): 2-3.



berupa taklik talak di atas, menarik perhatian peneliti untuk membuat sebuah
penelitian yang berjudul “URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN
BERUPA TAKLIK TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN”. Bermaksud bahwa adanya perjanjian perkawinan berupa
taklik talak dapat melindungi hak perempuan dalam perkawinan, dan juga

menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari seorang suami pada isterinya.

. Fokus Penelitian
Dari uraian latar belakang yang telah disusun penulis di atas, penulis
mendapatkan beberapa inti dari permasalahan yang akan dijadikan pokok
pembahasan dalam penelitian ini:
1. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam
Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi hak perempuan di dalam

perkawinan?

. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, dapat diketahui tujuan
dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan berupa taklik talak

dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



2. Untuk mengetahui urgensi perjanjian perkawinan berupa taklik talak
dalam Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi hak perempuan di dalam

perkawinan.

D. Manfaat Penelitian
Isi dari manfaat penelitian sendiri ialah kontribusi yang diberikan
kepada beberapa pihak apabila penelitian ini telah dirampungkan. Yang berisi
manfaat yang bersifat teoritis, manfaat praktis yang didapatkan oleh penulis,
masyarakat, dan juga instansi tenpat penulis menimba ilmu. Yang akan
diuraikan di bawah ini:
1. Manfaat Teoritis
a. Peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini dapat menebar manfaat
pada masyarakat, dan dikhususkan bagi calon pengantin yang hendak
menikah terkait urgensi perjanjian perkawinan berupa taklik talak yang
terdapat KHI untuk melindungi hak-hak seorang perempuan di dalam
perkawinan, agar tidak terjadi tindak kesewenang-wenangan suami
pada isterinya.
b. Memberikan masukan untuk penelitian yang serupa di masa depan dan
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Peneliti sangat mengharapkan pada penelitiannya ini dapat menambah

wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri dalam hal
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perjanjian perkawinan berupa taklik talak untuk melindungi hak
perempuan dalam perkawinan.

b. Bagi Masyarakat
Peneliti mengharapkan penelitiannya ini bisa memberikan sumber
pengetahuan bagi masyarakat awam yang belum mengetahui urgensi
dai perjanjian perkawinan berupa taklik talak untuk melindungi hak
perempuan dalam perkawinan.

c. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddig
Jember
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber ilmu pengetahuan
baru dan bisa berkontribusi bagi almamater Universitas Islam Kiai

Haji Achmad Shiddig Jember sebagai rujukan kepentingan akademisi.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah ini, berisikan pemahaman dari maksud
yang telah menjadi fokus perhatian dari peneliti. Definisi istilah bertujuan agar
sesuatu yang disampaikan oleh peneliti kepada pembaca tidak terjadi
kesalahpahaman atau kesalahan dalam pemaknaan arti kata dari judul yang
telah diusung oleh peneliti. Dari judul yang telah diusung oleh peneliti yaitu,
“Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan”.

Hal-hal yang harus dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
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1. Urgensi: KBBI arti dara kata urgensi ialah hal yang sangat penting,
keharusan yang mendesak.*

2. Perjanjian perkawinan: Menurut KBBI perjanjian berarti sebuah
kesepakatan untuk mengadakan sebuaha perjanjian baik yang dituliskan
ataupun hanya diucapkan dengan lisan antara dua pihak atau lebih dan
juga masing-masing pihak setuju untuk mematuhi semua ketentua
perjanjian.’® Sedangkan perjanjian perkawinan mempunyai pengertian
kesepakatan yang diadakan oleh dua orang yang akan melaksanakan
perkawinan yang diucapkan bertepatan dengan akad perkawinan
dilangsungkan ataupun sebelum akad perkawinan tersebut dilangsungkan,
dengan masing-masing pihak berkomitmen untuk mematuhi ketentuan
perjanjian dan pegawai sipil bagian pencatatan nikah dari KUA
mengesahkan perjanjian tersebut.**

3. Taklik talak: Istilah taklik talak juga dijelaskan dalam hukum di Indonesia,
yang diartikan sebagai hal yang disamakan dengan ikrar. Janji yang dibuat
untuk menampakkan . pada pihak. isteri* bahwa pihak suami telah
menggantungkan” ‘sebuah ‘talak “ pada “isterinya."“Dan" ‘isterinya dapat
membuat laporan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama apabila
dikemudian hari pihak suami melanggar isi taklik talak yang telah
diikrarkan. Dan apabila tuntutan isteri dapat dibenarkan dimuka siding,

maka hakim dapat mengambil keputusan cerai untuk pasangan suami isteri

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/urgensi

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar lkhtisar Indonesia Edisi ketiga
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

1 Abdul Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, 119.
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tersebut.™® Arti dari taklik talak dalam hukum yang ada di Indonesia yaitu
janji yang dibuat oleh calon pengantin pria setelah akad perkawinan dan
tertulis di buku nikah, yang termasuk di dalamnya juga terdapat janji cerai
yang akan jatuh apabila didalam kehidupan rumah tangga yang akan
mereka jalani di masa mendatang pihak suami melanggar taklik talaknya.
Taklik talak yang dimaksud di sini ialah Taklik talak yang ada di
Kompilasi Hukum Islam dan diberlakukan di Indonsia, bukan taklik talak
menurut figih.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI): lalah kumpulan aturan hukum yang
disusun menjadi sebuah buku yang diperuntukkan bagi para hakim di
Pengadilan Agama untuk digunakan sebagai pedoman pada saat
menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani. Kompilasi Hukum
Islam merupakan salah satu rangkaian dari terbitnya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*® Kompilasi Hukum Islam
(KHI) menyajikan aturan-aturan yang tidak tertulis yang hidup dalam
kehidupan' sehari-hari mayoritas . masyarakat ' Indonesia pemeluk agama
Islam' “untuk menggali ‘norma-norma“ hukum' “yang " relevan apabila
dibutuhkan di dalam dan di luar Pengadilan. KHI memiliki tiga buku yang
masing-masing membahas masalah hukum yang berbeda. Buku satu berisi
hukum perkawinan, buku dua berisi hukum kewarisan dan buku tiga berisi

hukum perwakafan. KHI yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu KHI

> Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang), 207.

1% John Kenedi, Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, (Yogyakarta:
Samudra Biru, 2018), 44.
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buku satu yang membahas terkait perkawinan, lebih tepatnya pada bab
tujuh Pasal 45 dan Pasal 46 yang membahas mengenai perjanjian
perkawinan berupa taklik talak.

5. Perlindungan Hak: Dalam kamus hukum kata hak mempunyai pengertian
yaitu, semua hal yang pada hakikatnya mempunyai perlindungan hukum.*’
Jadi, pada dasarnya semua hal yang ada di muka bumi ini dilindungi oleh
hukum. Sedangkan untuk arti dari perlindungan hak sendiri menurut
kamus hukum ialah segala usaha dan upaya yang diberikan untuk
menjamin adanya sebuah kepastian hukum yang akan melindungi hak-hak

dari semua individu.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dari penelitian ini maka dibutuhkan
adanya sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan merupakan
rangkaian dari urutan permasalahan yang telah dipaparkan. Adapun penelitian
ini terdiri dari lima bab, dan pada tiap bab memaparkan pembahasan-
pembahasan sesuai dengan urutan dan juga langkah-langkah dalam penelitian.
Dalam sistematika pembahasan ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

Bab | berisi pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai latar
belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, anfaat penelitian, dan definisi
istilah.

Bab 11 berisi tinjauan pustaka. Dalam bab ini membahas mengenai

kajian kepustakaan yang di dalamnya berisi penelitian terdahulu, kajian teori

1 Kamus Hukum Online, https://kamushukum.web.id/
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yang terdiri dari perjanjian perkawinan, taklik talak, Kompilasi Hukum Islam,
dan Hak perempuan dalam perkawinan.

Bab 111 berisi metode penelitian. Yang di dalamnya mencakup jenis
penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
analisis datakeabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab 1V berisi penjelasan hasil dari penelitian dan analisisnya yan di
dalamnya memuat jawaban dari fokus penelitian yang telah dipaparkan
sebelumnya.

Bab V adalah penutup yang bersisi kesimpulan dari hasil penelitian

dan beberapa saran dari peneliti.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk tolak ukur dan
bandingan, serta diharapkan dapat memberikan kemudahan peneliti dalam
proses penyusunan penelitian, dan juga guna menghindari anggapan kesamaan
dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini, peneliti menyertakan
bebrapa hasil dari penelitian sebagai berikut:
1. Hasil penelitian dari Hilmiatun Nabilla (2021)

Skripsi  yang disusun oleh Hilmiatun Nabilla dari 1AIN
PURWOKERTO (2021) yang berjudul “Taklik Talak Sebagai
Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif Gender”. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan penelitian jenis kepustakaan dengan metode
kualitatif, kemudian menggunakan pendekatan deskriptis analitis.

Berdasarkan skripsi yang disusun oleh Hilmiatun Nabilla, dapat
disimpulkan bahwa, taklik talak dalam buku“nikah dapat melindungi hak-
hak seorang istri." Karena dengan adanya sighat taklik tersebut, maka hak-
hak perempuan dapat terjamin sebagian besar apabila seorang laki-laki
tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dengan
analisis gender menggunakan manifestasi ketidakadilan gender berupa
marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan atau violence serta beban
kerja atau double burden didapatkan bahwa, takilk talak belum melindungi

perempuan secara keseluruhan. Karena di dalamnya masih terdapat unsur

15
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yang belum berkesetaraan gender karena pemilihan waktu yang masih
relatif lama, yaitu dua tahun berturut-turut. Sedangkan dalam syariat Islam
memiliki Batasan waktu 6 bulan lamanya. Akan tetapi, taklik talak sudah
melindungi hak-hak istri berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi,
psikologis dan juga fisik. Karena di dalam taklik talak hanya difokuskan
untuk memenuhi nafkah bagi isteri, hak mendapatkan perlindungan berupa
kesediaan suami untuk tidak menyakiti istri dari segi jasmani, juga hak
seorang isteri untuk mendapatkan perhatian dan keperdulian oleh seorang
suami.*®
2. Hasil penelitian dari Dwi Khusnul Khotimah (2021)

Skripsi yang disusun oleh Dwi Khusnul Khotimah dari Universitas
Mhammadiyah Jakarta (2021) yang berjudul “Pandangan Kyai Pondok
Pesantren Tentang Taklik Talak (Studi Kasus Desa Sido Mukti Kecamatan
Kraksan Kabupaten Probolinggo)”. Penelitian ini merupakan penelitian
yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
analisis. Teknik 'pengumpulan data. yang ' digunakan yaitu dengan
pengambilan ‘dokumentasi, - berupa’ “pengumpulan’ “data sekunder,
dokumentasi resmi, foto, pengambilan data statistic dan juga wawancara
narasumber dari daerah tempat penelitian.

Berdasarkan skripsi yang telah disusun oleh Dwi Khusnul Khotimah,
dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga fungsi taklik talak di dalam

perkawinan, diantaranya yaitu sebagai perjanjian perkawinan, sebagai

% Hilmiatun Nabilla, “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif
Gender”, (Skripsi Institus Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), 68.
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alasan gugatan perceraian, dan sebagai perlindungan berupa kekuatan
spiritual pada seorang istri. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan,
taklik talak mempunyai kekhususan tersendiri disbandingkan dengan
perjanjian perkawinan pada umumnya. Yaitu, apabila taklik talak sudah
diucapkan dan dijanjikan, maka tidak dapat dicabut oleh pihak manapun,
termasuk suami yang mengucapkannya. Menurut pandangan kiyai yang
diwawancarai taklik talak diperbolehkan apabila menjadi kesepakatan
yang paling baik bagi kedua keluarga. Akan tetapi sighat talak itu tidak
masuk dalam rukun atau syarat pernikahan. Beberapa narasumber yang
diwawancarai kebanyakan kurang setuju dengan adanya taklik talak,
karena apabila terjadi maka sudah tidak bisa dicabut. Maka dari itu, sangat
disarankan bagi para calon mempelai mengikuti pelatihan pra-nikah yang
diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan
mendapatkan sertifikat.™
3. Hasil penelitian dari Sri Rohmawati (2018)

Skripsi yang disusun oleh Sri Rohmawati 'yang berjudul “Pengaruh
Taklik “Talak Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*(Studi di Desa
Ramaya Kecamatan' Menes Pandeglang)”. Penelitian ini merupakan
penilitian dengan jenis penilitian lapangan, (field research) dengan
menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan Teknik
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga pengambilan

dokumentasi.

9 Dwi Khusnul Khotimah, “Pandangan Kyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak
(Studi Kasus Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo)”, (Skripsi Universitas
Muhammadiyah Jakarta, 2021), 53.
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Berdasarkan skripsi yang telah ditulis oleh Sri Rahmawati dapat
disimpulkan bahwa, pemahaman masyarakat mengenai taklik talak masih
kurang. Hanya orang-orang yang berpendidikan dan mempunyai peran
penting di desa seperti tokoh masyarakat saja yang faham dan
membacakan sighat taklik talak pada saat akad pernikahannya. Banyak
masyarakat desa yang tidak mengerti apa itu taklik talak. Namun,
mayoritas dari warga desa sana yang membacakan sighat taklik talak
ketika akad dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat
setempat, mereka tidak mengetahui makna akibat hukum dari sighat taklik
talak jika dilanggar. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman masyarakat
taklik talak tidak banyak berdampak pada pembentukan keluarga sakinah,
terutama bagi calon pasangan yang ingin menikah. Ada beberapa faktor
yang mempengaruhi diantaranya yaitu, masyarakat yang minim minat
untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh lembaga KUA. Rata-
rata masyarakat yang melakukan pebacaan sighat taklik talak adalah
masayarakat yang berpendidikan rendah sehingga mereka hanya patuh dan
mengikuti tradisi ‘'yang ada, selain‘itu masyarakat juga beranggapan bahwa
taklik talak tidak ada tuntutannya di dalam Islam dan tidak ada sunnahnya,
dan mereka menganggap taklik talak adalah sebuah bid ‘ah.?°

4. Hasil penelitian dari Ahmad Farhan Abadi (2019)
Skripsi yang disusun oleh Ahmad Farhan Abadi dengan judul

“Efektivitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

%0 Sri Rohmawati, “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah
(Studi di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 84-85
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Kota Madiun”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian
lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif.
Menggunakan pendekatan normatif dengan teori-teori hukum (hukum
Islam dan hukum Positif) sebagai acuannya.

Berdasarkan skripsi yang telah disusun oleh Ahmad Farhan Abadi
dapat disimpulkan bahwa, pembacaan taklik talak tidak terlalu efektif
dilaksanakan, sebab tidak ditawarkan pembacaan taklik talak pada proses
akad nikah, sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan pemberian
pemahaman akan taklik talak hanya sekedar memberikan penjelasan
secara umum saja, tidak terlalu mendalam dan terperinci. Hal itu
dikarenakan kurangnya alokasi waktu yang diberikan untuk memahamkan
masyarakat khususnya bagi kedua calon pengantin, sehingga
menyebabkan tingginya angka perceraian di Kecamatan Taman Kota
Madiun. Penghulu hanya berusaha untuk mengenalkan proses rafa’an,
dengan demikian upaya yang dilakukan belum maksimal untuk
memberikan ‘pemahaman yang cukup pada calon:mempelai. Oleh karena
itu, penyebab 'kurang ‘efektifnya 'taklik ‘talak” di-sana karena penegak
hukumnya, di mana para penghulu yang kurang berperan maksimal.?

5. Hasil penelitian dari Akhmad Shodikin, Ubaidillah, dan Aip Syaripuddin
(2021)
Jurnal Kajian Hukum Islam yang disusun oleh Akhmad Shodikin,

Ubaidillah, dan Aip Syaripuddin dari Institut Agama Islam (IAIN) Syekh

2! Ahmad Farhan Abadi, “Efektifitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Kota Madiun”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 67.
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Nurjati Cirebon (2021) yang berjudul “Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari
Hukum Perjanjian”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dan bersifat kajian pustaka. Dan menggunakan penyajian data
naratif-deskriptif.

Berdasarkan jurnal yang mereka susun dapat disimpulkan bahwa,
ketentuan taklik talak jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan pada umumnya,
dikarenakan taklik talak dianggap tidak sesuai dengan Pasal 1320 yang di
dalamnya menjelaskan mengenai kriteria persyaratan, serta Pasal 1315
yang membahas terkait perjanjian sepihak dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Dengan hal demikian, ketentuan sighat taklik talak yang
ada dalam Kompilasi Hukum Islam apabila ditinjau dari figih tidak
termasuk dalam persyaratan taklik talak yang sudah disepakati oleh Imam
Mazhab. Dengan demikian, berdasarkan Analisa yang sudah dilakukan,
ketentuan taklik talak apabla ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata banyak yang tidak sesuai; sehingga taklik talak dianggap tidak
masuk ‘dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan yang ‘ditentukan oleh

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*?

22 Akhmad Shodikin, Ubaidillah dan Muhammad Aip Syaripuddin, “Sighat Taklik Talak

Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (Desember 2021),

194
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No | Nama Judul Penelitian | Persamaan Perbedaan

1 Hilmiatun Nabilla, | Sama-sama meneliti | Dalam  penelitian
“Taklik Talak Sebagai | mengenai taklik | ini  memfokuskan
Perlindungan  Hak-hak | talak sebagai | pada perspektif
Istri Perspektif Gender” | perlindungan hak | gender, sedangkan
2021 perempuan/istri peneliti lebih

dalam sebuah | menekankan pada
perkawinan. Dan | apa yang ada dalam
juga sama-sama | Pasal 45 Kompilasi
menggunakan jenis | Hukum Islam.
penelitian

kepustakaan.

2 Dwi Khusnul Khotimah, | Sama-sama Dalam  penelitian
Pandangan Kyai Pondok | menggunakan topik | ini  menggunakan
Pesantren Tentang Taklik | taklik talak sebagai | jenis penelitian
Talak (Studi Kasus di | fokus penelitian lapangan (field
Desa Sido Mukti research), dan
Kraksan Kabupaten memfokuskan
Probolinggo)” 2021 pandangan dan

pendapat kyai
pesantren  tentang
taklik talak,
sedangkan peneliti
menggunakan jenis
penelitian
kepustakaan
dengan
memfokuskan pada
pentingnya  taklik
talak untuk
menegakkan  hak
perempuan dalam
perkawinan

3 Sri Rohmawati, Pengaruh | Sama-sama Dalam  penelitian
Taklik Talak Terhadap | membahas menegnai | ini  memfokuskan
Pembentukan Keluarga | taklik talak sebagai | pada pengaruh
Sakinah (Studi di Desa | topik utama, dan |taklik talak dalam
Ramaya Kecamatan | sama-sama membangun
Menes-Pandeglang)” menggunakan keluarga  Sakinah
2018 metode  penelitian | dan menggunakan

kualitatif jenis penelitian

lapangan,
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sedangkan peneliti
memfokuskan pada
urgensi taklik talak
untuk  melindungi

hak perempuan
dalam perkawinan,
dan menggunakan
jenis penelitian

kepustakaan.
Ahmad Farhan Abadi, | Sama-sama Dalam  penelitan
“Efektifitas Taklik Talak | mengusung tema | ini, menggunakan
di Kantor Urusan Agama | taklik talak sebagai | jenis penelitian
(KUA) Kecamatan | topik utama dan | lapangan dan fokus
Taman Kota Madiun” | sama-sama pada efektifitas
2019 menggunakan pelaksanaan taklik
metode kualitatif talak dalam

masyarakat.
Sedangkan peneliti

menggunakan
penelitian jenis
kepustakaan ~ dan
fokus pada urgensi
taklik talak dalam
menegakkan  hak-
hak perempuan
dalam perkawinan.
Akhmad Shodikin, | Sama-sama Dalam  penelitian
Ubaidillah, dan  Aip | menggunakan ini  memfokuskan
Syarpuddin, “Sighat | penelitian kualitatif | pada tinjauan
Taklik Talak Ditinjau | dengan jenis | hukum  perjanjian
Dari Hukum- Perjanjian™ | penelitian library:| perkawinan berupa
2021 research sighattaklik talak,

sedangkan peneliti
memfokuskan pada
urgensi taklik talak

yang digunakan
sebagai alat
melindungi hak

isteri.
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B. Kajian Teori

1. Perjanjian perkawinan

a.

Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan menurut Khairuddin Nasution terdiri dari
dua kata, yaitu perjanjian dan perkawinan. Perkawinan atau janji yang
memiliki arti kesepakatan, dan perkawinan yang mempunyai arti
persetujuan (kesepakatan) untuk menjadi suami isteri. Dengan demikian
kata perjanjian perkawinan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti
sebuah kesepakatan yang berkaitan dengan perkawinan yang dibuat
pada waktu berlangsungnya perkawinan.?

Sedangkan menurut R. Soetojo Prawirohardjoyo perjanjian
perkawinan mempunyai arti perjanjian yang dibuat oleh calon
mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk mengatur harta
kekayaan yang ada selama masa perkawinan karena hal tersebut
merupakan salah satu akibat hukum dari adanya perkawinan.?

Dari pengertian ' perjanjian perkawinan ! yang dijelaskan oleh
kedua  ahli * di "atas “dapat ‘ditarik" "kesimpulan-bahwa perjanjian
perkawinan pada ‘hakikatnya sama dengan perjanjian-perjanjian lain
pada umumnya. Yang mana perjanjian perkawinan dilakukan untuk
kepentingan pribadi masing-masing dalam sebuah perkawinan, yang
diadakan pada saat akad atau sebelum akad perkawinan tersebut

dilakukan.

% Dedi Junaidi, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Alumni, 1991), 32.
* Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung,

1991), 21.
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Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015 menyatakan bahwa “hak untuk membuat perjanjian
perkawinan bagi suami isteri hendaknya tidak dibatasi hanya pada
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi perjanjian
perkawinan juga hendaknya dapat dilakukan pada selama perkawinan
berlangsung, sesuai dengan hukum adat sebagai salah satu sumber
pembentukan hukum di Indonesia, khususnya mengenai harta
bersama”. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015
tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat
diadakan pada saat perkawinan sedang berlangsung, bukan hanya pada
waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilakukan saja.

Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Adapun yang mendasari hukum dalam perjanjian perkawinan
telah diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak dapat mengadakan-perjanjian tertulis yang telah
disahkan oleh pegawai-pencatat perkawinan sebelum-atau pada saat
perkawinan dilangsungkan, yang isinya berlaku tidak hanya bagi
pihak pertama dan kedua saja, tetapi juga pihak ketiga apabila pihak
tersebut masih tersangkut.

2) Apabila perjanjian tersebut melanggar agama, batas-batas hukum

dan juga kesusilaan maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan.
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3) Pemberlakuan perjanjian tersebut dilakukan apabila perkawinan
telah dilangsungkan.

4) Perjanjian tersebut tidak dapat dirubah selama perkawinan masih
berlangsung, kecuali apabila dari kedua belah pihak membuat
persetujuan untuk merubah isi perjanjian, dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga.?®

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dasar hukum
perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

47.

1) Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis
(perjanjian perkawinan) yang telah disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan berkenaan dengan kedudukan harta dalam perkawinan
pada saat sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan.

2) Perjanjian yang tertera dalam Ayat (1) dapat meliputi pencampuran
harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing
sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan: Islam.

3) " Di'samping ketentuan dalam ‘Ayat (1) dan (2) di atas, isi perjanjian
tersebut juga boleh menetapkan kewenangan masing-masing untuk
mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama

(harta syarikat).?®

% Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, pasal 29.
% Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
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Syarat Sah Perjanjian Perkawinan

Manusia pada dasarnya adalah subjek hukum yang berhak secara
bebas untuk melaksanakan dan mengadakan sebuah perjanjian. Kecuali
bagi mereka yang belum cukup umur atau berada dalam pengampunan.
Artinya selama kesepakatan atas perjanjian tersebut yang hendak
dicapai memenuhi syarat-syarat hukum, maka perjanjian tersebut sah
dan dapat dilaksanakan.?’

Syarat perjanjian perkawinan sejatinya sudah tercantum dalam
Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
telah disebutkan di atas. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perjanjian
perkawinan juga sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya, maka
dapat dikatakan pula suatu perjanjian perkawinan dapat dianggap sah
apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai berikut:
1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2) Kemampuan (kecakapan) untuk membuat suatu perkatan
3) " Suatu pokok persoalan-tertentu

4) Suatu sebab yang tidak terlarang®

2. Taklik Talak

a. Pengertian Taklik Talak

1) Pengertian taklik talak secara umum

1320

7 John Kenedi, Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan (Bengkulu:
Samudra Biru, 2018), 49.
28 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal
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Kata taklik secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu
dari kata allaga yu’alliqu ta’ligan yang berarti menggantungkan. 2°
Sedangkan kata talak yang juga berasal dari bahasa Arab yaitu kata
thallaga yuta’alliqu ta’ligan yang berarti menceraikan. Di dalam
Al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang menyerukan atau melarang
adanya perceraian.*® Dari keterangan kata taklik dan talak di atas
dapat disimpulkan bahawa taklik talak mempunyai arti suatu
perceraian yang digantungkan terhadap sesuatu.

Pengertian taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian taklik talak menurut KHI yaitu pengucapan janji
antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan
dengan isi dari perjanjian tersebut berkenaan dengan janji talak
seorang suami yang digantungkan pada posisi tertentu yang
mungkin akan terjadi dalam perkawinan mereka, yang dicatatkan di
dalam buku nikah suami dan isteri. dengan beberapa ketentuan dan
syarat yang harus dipenuhi:dan dilaksanakan oleh pihak laki-laki
(suami). ‘Dan ‘apabila suami ‘tidak dapat-memenuhi atau melanggar
salah satu dari'isi taklik talak maka istri yang tidak rela dengan hal
itu bisa mengajukan pengaduan ke Pengadilan Agama yang dapat

dijadikan alasan untuk menggugat cerai suaminya.*

% M Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara

Penafsiran Al-Qur’an), 13

200

%0 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014),

31 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 226
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3) Pengertian taklik talak menurut figih
Menurut figih, taklik talak yaitu menggantungkan jatuhnya
talak atas suatu hal, maka talak akan jatuh apabila hal itu terjadi.
Contohnya seperti apabila sumai berkata kepada isterinya “engkau
tertalak apabila saya tidak memberikan uang belanja selama tiga
bulan berturut-turut”. Maka apabila benar terjadi suami tidak
memberikan nafkah kepada isterinya selama tiga bulan berturut-

turut, talak bisa langsung jatuh.*?
b. Dasar Hukum Taklik Talak

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 29,
tidak dijelaskan terkait taklik talak. Akan tetapi dalam Undang-Undang
Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa apabila kedua calon mempelai
membuat sebuah perjanjian tertulis yang nantinya akan disahkan oleh
pegawai KUA vyang terjadi pada saat sebelum atau pada saat akad
dilangsungkan yang isinya tidak hanya berlaku bagi pihak pertama dan
kedua saja; akan tetapi turut berlaku pada pihak ketiga apabila pihak
tersebut ‘masih bersangkutan. Pernyataan itu' disebutkan pada Undang-
Undang Perkawinan Bab V pada pembahasan perjanjian perkawinan
Pasal 29 Ayat 1.** Dengan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan tidak membahas secara jelas terkait dasar hukum

taklik talak, hanya membahas menegnai perjanjian perkawinan saja.

2 M. Abdul Mujid, Mabruru Thalhah Syafi’ah AM, Kamus Istilah Figh, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1994), 366.
%3 Setneg RI. UU No. 1 Tahun 1974, pasal 29 ayat (1).
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Akan tetapi, taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam masuk
pada perjanjian perkawinan. Dasar hukum yang membahas mengenai
taklik talak di dalam perkawinan Islam memang tidak dijelaskan, tetapi
dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII yang membahas mengenai
perjanjian perkawinan disebutkan pada Pasal 45 Ayat 1, Pasal 46 Ayat
1, 2 dan 3. Taklik talak juga disebutkan dalam Pasal 116 huruf g. **

c. Pelaksanaan Taklik Talak

Seusai akad (ijab dan qobul) perkawinan dilaksanakan, sering
kali diadakan sebuah ikrar yang dibacakan oleh mempelai pria.
Biasanya, petugas dari KUA akan menyuruh mempelai pria
membacakan sebuah ikrar yang dinamakan taklik talak. Yaitu sebuah
perjanjian yang dibacakan mempelai pria sesudah akad nikah
dilangsungkan, dan dituliskan di dalam akta nikah berupa janji talak
yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan
terjadi di dalam hubungan perkawinan di masa mendatang. Namun
menurut + Surat . . Edaran | . Ditjen [~ Bimas Islam Nomor
DJ.N/HK.00/074/2008" menyatakan bahwa  taklik-talak tidak harus
dibacakan, akan tetapi cukup ditanda tangani saja.

Dalam taklik talak bisa diketahui bahwa, apabila nantinya suami
melanggar isi dari taklik talak, maka hal ini dapat dijadikan sebuah
alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai pada

suaminya. Perjanjian seperti ini diperbolehkan Undang-Undang Nomor

* Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI.
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1 Tahun 1974 yang membahas mengenai Perkawinan, dan juga menurut
Kompilasi Hukum Islam. Karena perjanjian tersebut tidak bertentangan
dengan hukum positif dan juga hukum Islam. Dengan adanya ikrar
taklik talak ini juga bertujuan untuk melihat kesungguhan seorang laki-
laki pada wanitanya, bahwa silaki-laki sanggup untuk menunaikan
kewajiban sebagai seorang suami dengan baik. Adanya Taklik talak
juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan
dikarenakan pihak perempuan mendapatkan jaminan dari laki-laki.*®
d. Tujuan Taklik Talak

Adanya taklik talak tentunya memiliki tujuan dan maksud
tersendiri. Dari uraian tentang pengertian taklik talak di atas, maka
dapat dijelaskan bahwa tujuan dari taklik talak ialah untuk melindungi
hak-hak seorang isteri dari kemungkinan terjadinya perilaku
diskriminatif dan perlakuan sewenang-wenang dari seorang suami pada
isteri. Pada awal mula diadakan perumusan taklik talak, tujuan
diadakannya ‘adalah untuk» melindungi listeri,: yang lebih khususnya
untuk ‘memberikan kepastian bagi ‘seorang-isteri ‘'yang--ditinggal oleh
suaminya yang bekerja jauh di luar kota atau luar negeri (merantau).
Namun, seiring berkembangnya zaman, tujuan dari taklik talak sendiri

telah beberapa kali mengalami perubahan serta penambahan.*®

% Syaefudin Haris, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari
Hukum Perjanjian”, 349

% Suci Prafitri Suktama, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, “Analisis Wacana
Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam
Indonesia”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IImu
Hukum, Vol. 4, No. 2, (2021): 287.
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e. Akibat hukum setelah dilanggarnya taklik talak

Setelah sighat taklik talak dibacakan pada saat akad perkawinan,
dan dikemudian hari isi dari sighat taklik talak tersebut dilanggar maka
akan menyebabkan akibat hukum, yaitu jatuhnya talak suami pada
isterinya. Ada dua jenis talak yang bisa jatuh apabila isi dari sighat
taklik talak dilanggar. Yang pertama yaitu talak »aj’i, dan yang kedua
yaitu talak ba in.

Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada
isterinya yang sudah pernah digauli, yang dalam masa iddahnya dapat
dirujuk kembali oleh bekas suaminya tanpa melakukan akad nikah
yang baru.®’

Sedangkan pengertian dari talak ba’in adalah talak yang tidak
dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru
walaupun dalam masa iddah, seperti pada masa iddah perempuan yang
belum pernah digauli. Macam talak ba’in ada dua yaitu talak ba’in
sughra dan 'talak ba'in kubro. Akan tetapi talak ba’in yang dimaksud
dii “sini* ‘adalah “talak ‘ba’in " sughra,yang ‘'mana’ talak ini dapat
memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak maka
isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa
iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang
baru.*®

3. Kompilasi Hukum Islam

%7 Busriyanti, Figh Munakahat, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 135.
%8 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga
Muslim, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), 222
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a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kata kompilasi diambil dari bahasa latin yaitu compilare, dan
kemudian dalam bahasa Inggris berkembang menjadi compilation dan
dalam bahasa Belanda berasal dari kata compilatie. Di dalam kamus
lengkap Inggris Indonesia — Indonesia Inggris yang disusun oleh S.
Wojowarsito dan W. J. SPoer Wadarminta kata compilation diartikan
sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.*

Menurut Hamid S. Attamimi, Kompilasi Hukum Islam adalah
himpunan ketntuan-ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun
secara teratur. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan
bahwa dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat yang
memeluk agama Islam terdapat hukum-hukum yang tidak tertulis yang
digunakan untuk menelusuri norma-norma hukum yang berkaitan
apabila diperlukan. Isi dari Kompilasi Hukum Islam juga berkaitan
dengan penghimpunan bahan dan sumber-sumber hukum yang
dijadikan 'sebagai pedoman ' oleh  hakim ' yang ' ada di lingkungan
Pengadilan Agama.*?

b. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882, namun dalam

mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara, para

hakim di Peradilan Agama tidak mempunyai dasar pijak yang seragam.

% Asriati, “Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di
Indonesia”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, No. 1, (2012): 24

0 Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam
Sistem Hukum Positif”, Jurnal Risalah, Vol. 1, No. 1 (Desember 2016): 65.
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Hal itu disebabkan karena hukum Islam yang berlaku di Indonesia
belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar diberbagai kitab-kitab
kuning, sehingga terkadang untuk kasus yang sama, terdapat perbedaan
dalam pemecahan kasusnya.*

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tertera dalam
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 lahir dilatarbelakangi karena
tidak adanya satu kitab hukum Islam resmi yang dijadikan sebagai
rujukan yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan suatu
putusan di lingkungan Peradilan Agama seperti hal yang ada dalam
lingkungan Peradilan Umum yang menjadikan KUHPerdata sebagai
rujukan. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, para hakim agama
menjadikan Kkitab-kitab figih sebagai dasar pengambilan putusan.
Akibatnya terjadi ketidaksamaan pengambilan putusan para hakim di
Pengadilan Agama. Dan akan lebih parah lagi apabila seorang hakim
terlalu fanatic pada satu kitab tertentu, dan tidak mau beralih dari kitab
yang dijadikan rujukan tersebut, maka akan berakibat pada putusan-
putusan “ Peradilan * Agama" yang' berbeda-beda dasar hukumnya,
meskipun kasus ‘perkaranya sama. Apabila seorang hakim yang
memberikan putusan pada tingkat pertama berbeda kitab yang dijadikan
sebagai rujukan dengan hakim yang berada di tingkat banding maka

perbedaan putusan tidak dapat dihindari lagi. Produk Peradlan Agama

1 Asriati, “Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di
Indonesia”, 24.
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yang berbeda-beda tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepastian
hukum yang diperlukan dalam penegakan suatu hukum.*?
c. Isi Kompilasi Hukum Islam

Di dalam buku Komilasi Hukum Islam, terdiri atas tiga buku
yaitu, Buku I: Berisi hukum perkawinan (munakahat), Buku Il: Berisi
tentang kewarisan (fara’idl), dan Buku Ill: Berisi tentang hukum
perwakafan. Di dalam kerangka sistematikanya, tiap-tiap buku terbagi
dalam beberapa bab dan untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa
bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi
yang berbeda-bedapada masing-masing buku. Pembahasan paling
banyak yaitu pada buku hukum perkawinan yang terdiri dari 19 bab
yang meliputi 170 pasal, disusul dengan hukum kewarisan yang terdiri
dari 6 bab yang meliputi 43 pasal, dan pembahasan paling sedikit yaitu
pada buku hukum perwakafan yang terdiri dari 5 bab yang meliputi 14
pasal.*”®

Secara 'substansi, “tidak' “ada" “pihak * yang" ‘meragukan atau
menyangkal isi dari Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi
Hukum Islam memberikan perbedaan hukum yang sedikit lebih berani

keluar dari hukum asli figh yang sudah mengakar di masyarakat.

Contohnya seperti adanya hukum yang memberlakukan pembatasan

* Nurjihad, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi
Hukum Islam”, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 27, (2004): 109.

8 Asriati, “Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di
Indonesia”, 26.
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usia pada perkawinan laki-laki dan perempuan. Dan hamper semua
sepakat bahwa substansi dari Kompilasi Hukum Islam selaras dan tidak
bertentangan dengan syari’at Islam.

d. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia pada masa lampau,
penerapan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara
belum jelas. Maka dari itu, dibentuklah Kompilasi Hukum Islam. Agar
para hakim di wilayah Peradilan Agama dapat serempak
menggunakannya sebagai pedoman dan juga rujukan untuk
memberikan putusan atas suatu perkara yang ada.

Adanya Kompilasi Hukum Islam dilandaskan pada beberapa hal
sebagai berikut: Pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
merupakan landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam.
Kedua, dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi
Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang juga
merupakan-bagian-dari ' rangkaian peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.” Ketiga, “ Kompilasi* Hukum™ Islam- dirumuskan_ dari tatanan
Hukum Islam yang berasal dai Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Keempat,
saluran dalam pengaktualisasian Kompilasi Hukum Islam vyaitu
Pengadilan Agama yang berada dalam lingkup Peradilan Agama.**

Mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam, Prof. Ismail

Suny mengemukakan pendapatnya bahwa Keputusan Presiden atau

* Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil
pada Peradilan Agama”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, (2015): 32.
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Instruksi Presiden itu kedudukannya adalah sama. Dengan demikian,
kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman,
landasan, rujukan, dan juga pegangan bagi para hakim di Pengadilan
Agama, Pengadilan Tinggi, dan juga seagai pegangan pada Mahkamah
Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi
wewenang Peradilan Agama.*®
e. Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam
Di dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dibahas dalam
buku pertama, buku tentang perkawinan, dan ada pada bab tujuh yang
membahas mengenai perjanjian perkawinan. Dalam bab tujuh tersebut
terdapat delapan Pasal yang membahas mengenai perjanjian
perkawinan, mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Dan taklik
talak dibahas dalam Pasal 45 dan Pasal 46 saja, selebihnya membahas
mengenai perjanjian perkawinan pada umumnya. Kedua Pasal tersebut
berbunyi:
Pasal 45
Bagi' kedua calon ‘pengantin “dapat ‘membuat perjanjian perkawinan
dalam bentuk:
1. Taklik Talak

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

** Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil
pada Peradilan Agama”, 33.
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Pasal 46:
1. Isi dari taklik talak tidak diperbolehkan bertentangan dengan

hukum Islam

2. Apabila dikemudian hari isi dari taklik talak terjadi, maka talak
tidak otomatis jatuh, melainkan terlebih dahulu isteri membuat
pengaduan pada Pengadilan Agama.

3. Perjanjian yang berupa taklik talak bukan sesuatu yang diwajibkan
ada dalam tiap perkawinan, akan tetapi apabila taklik talak sudah
diikrarkan maka tidak dapat dicabut.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai taklik talak ialah
digunakan sebagai perjanjian perkawinan, bukan sebagai alasan
perceraian, karena hal itulah taklik talak dikategorikan dalam
Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Perjanjian Perkawinan, bukan
dikategorikan pada Bab XV1 yang membahas mengenai perceraian. Hal
tersebut sejalan dengan tujuan hukum perkawinan, untuk tidak
membuat perceraian-adalah-sebuah hal yang mudah dilakukan.*®

4. Perlindungan Hak
Pengertian hak secara'umum' adalah'suatu hal yang diberikan pada
masing-masing individu untuk bisa melakukan, medapatkan, dan juga
mempunyai atau dapat memiliki suatu hal yang diinginkan oleh individu

tersebut.*’ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, hak ialah segala sesuatu

*® Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi
Hukum Islam”, Jurnal of Islamic Law, Vol. VII, No. 1, 87.

" Laeli Nur Azizah, “Pengerian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya”,
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/
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yang diadakan dengan maskud untuk melindungi kemaslahatan tiap
individu, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang
bersifat umum seperti menjaga Kesehatan, menjaga harta, dan menjaga
keamanan. Dan juga hak yang bersifat khusus seperti hak pembeli dalam
menerima barang sesudah membeli, dan juga hak bagi penjual untuk
mendapatkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah dijual.*®
Pemahaman hak yang telah ada pada tiap individu merupakan
sesuatu yang sangat penting dan krusial. Karena pada dasarnya hak dari
tiap individu ialah sesuatu yang terberi, bukan sesuatu yang diberikan.
Karena apabila suatu hal sudah terberi, maka hal tersebut tidak dapat
dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Hak dasar yang dimiliki
seseorang bukanlah hasil dari pemberian seorang penguasa atau sebuah
komunitas, dan juga bukan sebuah penghargaan atas sesuatu yang telah
diraih dengan mendapatkan pencapaian tertentu. Hak dasar yang dimiliki
oleh individu ada karena dia adalah manusia, dan hanya karena alasan itu.*°
Masing-masing individu: mempunyai hak 'yang bersifat mutlak atas
seluruh“anggota tubuh beserta pikirannya. Juga memiliki hak mutlak atas
kekayaan yang dimiliki dari hasilnya bekerja dengan mengerahkan sluruh
anggota badan serta pemikirannya. Maka untuk melindungi hak tiap
individu tersebut, mereka bersama-sama bekerja untuk membuat suatu
pemerintahan. Adanya sebuah pemerintah salah satunya bertujuan untuk

melindungi hak tiap individu yang ada di dalam pemerintahan tersebut.

8 Ahmad Wardi Mslich, Figih Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 25.
9 Haikal Kurniawan, “Hak Individual dan Hak Kolektif”, https://suarakebebasan.id/hak-
individual-dan-hak-kolektif/
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Karena hakikatnya pemerintahan didirikan sebagai institusi yang
memberikan perlindungan hak bagi tiap individu di dalamnya, bukan
sebagai pemberi hak.*

Di dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya juga terdapat
banyak individu diperlukan pemberlakuan norma di dalamnya, karena
adanya sebuah norma dapat melindungi hak setiap individu yang ada di
dalamnya. Karena tiap individu tidak dapat melakukan suatu hal di luar
batas pada individu lain. Selain itu juga, norma membuat tiap individu
mempunyai kebebasan untuk melakukan hak yang dimiliki tanpa adanya
gangguan dan tekanan dari individu lain. Dengan demikian, adanya norma
sangat penting dan wajib hukumnya untuk dipatuhi agar bisa menjamin hak
tiap individu.”

Bukan hanya hak-hak tiap individu yang ada dalam lingkup
kehidupan bermasyarakat saja, hak-hak dalam lingkup yang lebih kecil
seperti halnya hak-hak dalam sebuah perkawinan juga sangat perlu
mendapatkan perlindungan. Dalam sebuah perkawinan, hak antara seorang
suami‘dan’ seorang' isteri hakikatnya adalah  sama.”Akan'tetapi realitanya,
dalam sebuah perkawinan pihak isteri sering mendapatkan perlakuan yang
tidak adil dan sewenang-wenang dari suami. Jadi hak-hak seorang isteri
dalam sebuah perkawinan belum sepenuhnya dapat terlindungi. Padahal

dalam syariat Islam sudah menentukan secara rinci kewajiban seorang

%0 Haikal Kurniawan, “Hak Individual dan Hak Kolektif”.
3 Redaksi, “Mengapa Norma Diperlukan Dalam Masyarakat”,
https://www.pppa.or.id/mengapa-norma-diperlukan-dalam-masyarakat/



https://www.pppa.or.id/mengapa-norma-diperlukan-dalam-masyarakat/#:~:text=Adanya%20norma%20dalam%20kehidupan%20masyarakat%20mampu%20melindungi%20hak,hak%20yang%20dimiliki%20tanpa%20adanya%20gangguan%20orang%20lain.
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suami yang juga merupakan hak seorang isteri, namun isteri tidak
mempunyai kewenangan agar suami mau menjalankan tanggung jawabnya.

Sebagai wujud upaya preventif untuk melindungi hak isteri, dan
suami bisa lebih faham kewajiban dang tanggung jawabnya kepada isteri,
pemerintah memberlakukan perjanjian taklik talak. Perjanjian taklik talak
ini dirumuskan oleh Kementrian Agama dengan tujuan mewujudkan
kesetaraan hak talak, yang hakikatnya hanya dimiliki oleh suami saja. Dan
taklik talak tersebut sebagai upaya preventif terhadap perlakuan sewenang-
wenang suami.>?
Hak Perempuan dalam Perkawinan

Hak-hak seorang perempuan dalam perkawinan hakikatnya sudah
dituliskan di buku nikah yang dipegang oleh suami dan isteri. di halaman
awal buku nikah, terdapat keterangan kewajiban dan hak yang harus
dijalankan dan harus diperoleh oleh pasangan suami isteri. Adapun pada
pembahasan di sini akan membahas hak yang harus diperoleh oleh seorang
perempuan/isteri "di 'dalam  sebuah ' perkawinan wyaitu: 1. Isteri adalah
seorang-ibu‘rumah‘tangga, 2.-Seorang isteri memperoleh keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami, 3. Isteri berhak
memperoleh perlindungan dan perlakuan yang baik dari suami.

Namun, dalam buku Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak

Perempuan dalam Perkawinan karya dari Anjar Nugroho menyebutkan

°2 Saberiani, “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, 2-3
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bahwa hak-hak seorang perempuan dalam sebuah perkawinan dibagi
menjadi lima macam yaitu:
a. Kebebasan Perempuan dalam Memilih Pasangan
Di Indonesia, tradisi masyarakat yang memeluk agama Islam
memiliki anggapan kuat yang mereka pegang. Bahwa jodoh seorang
laki-laki adalah atas kehendak Tuhan, sedangkan jodoh seorang
perempuan adalah atas kehendak orangtuanya. Mereka berpegang teguh
pada tradisi di mana apabila memiliki anak gadis maka hak mutlak atas
jodoh anak gadisnya ada pada orangtuanya khususnya ayah. Para
orangtua yang memiliki anak gadis tidak perlu repot-repot meminta
pendapat dan persetujuan pada anak gadisnya akan calon yang mereka
diinginkan. Hak orangtua pada atas jodoh anak gadisnya tersebut di
dalam figih disebut dengan istilah hak ijbar.
Menurut Masdar, hak ijbar seharusnya tidak ada dalam Islam.
Karena hal itu bertentangan dengan prinsip kemerdekaan bagi tiap
individu, dan'pastinya kemerdekaan: dan kebebasan dalam hal memilih
jodoh." Hak “ijbar yang" diberikan ‘kepada-orangtua akan berpotensi
menimbulkan perilaku sewenang-wenang orangtua pada anaknya,
khususnya pada putri mereka yang akan menikah. *3
Menurut Masdar, Pandangan Islam mengenai hak ijbar orangtua
didasarkan pada hadis riwayat Aisyah r.a, pada zaman Rasulullah dulu

ada seorang gadis yang mengadu pada Aisyah, bahwa dia telah dipaksa

> Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), 59.
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oleh ayahnya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang dia tidak
suka. Lantas hal itu oleh Aisyah disampaikan kepada Rasulullah, dan
beliau memberikan kebebasan pada seorang gadis tadi untuk
memutuskan perkawinan tersebut, dia mau menerima atau menolaknya
sepenuhnya diserahkan pada si gadis. Dan pada akhirnya si gadis
menerima perkawinan yang diinginkan sang ayah, kemudian gadis

tersebut berkata:
bt G oy 3 8 el plef o 251 oy

Artinya: Aka tetapi hal yang penting (dari pengaduan saya ini) saya
ingin memberi tahu para perempuan bahwa (dalam masalah
perkawinan) seorang ayah tidak memiliki hak sesuatupun
(memaksakan kehendaknya).>

b. Hak dalam Nafkah

Kitab suci Al-Qur’an telah meletakkan tanggung jawab kepada
seorang suami untuk memberi nafkah kepada isterinya, walaupun
istrinya memiliki kekayaan ataupun pendapatan sendiri. Nafkah dari
suami kepada seorang_istri_merupakan salah satu konsekuensi dari
adanya sebuah ikatan perkawinan yang. sah, karena istri merupakan
tanggung jawab seorang suami. Ibnu Hazm mengatakan kalau seorang
suami itu berhak menafkahi isterinya mulai sejak terjalinnya akad
nikah, baik diajak untuk tinggal satu rumah ataupun tidak.

Status perempuan di dalam pernikahan ialah menjadi isteri serta

menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut.

> Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 60.
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Dengan demikian isteri memiliki hak yang cukup besar dan mendasar
untuk memperoleh jaminan-jaminan seperti jaminan kesejahteraan yang
berupa pemenuhan hak isteri oleh suaminya di dalam sebuah rumah
tangga. Hal tersebut dikarenakan seorang isteri memiliki beban yang
berat dalam kehidupan berumah tangga, yaitu sebagai pelaku
reproduksi di mana isteri sebagai perempuan yang akan mengandung
selama sembilan bulan, menyusui sampai anak berumur dua tahun yang
mana hal tersebut tidak dapat digantikan perannya oleh seorang suami.
Di samping itu semua, masih ada tugas utama seorang isteri yaitu
melayani suaminya yang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang isteri.
Dengan banyaknya tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh isteri,
maka akan sangat tidak adil apabila seorang isteri masih dibebankan
dengan masalah pembiayaan hidup, maka sudah selayaknya suami
memikul tanggung jawab tersebut.

Nafkah atau uang belanja yang harus diberikan oleh suami akan
digunakan untuk memenuhi-kebutuhan rumah tangga, diantaranya yaitu
untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti‘bumbu-bumbu dapur, untuk
memenuhi kebutuhan papan seperti peralatan-peralatan untuk rumabh,
menyewa asisten rumah tangga, juga hal penting lain untuk dana

kesehatan. Memberikan nafkah pada isteri bukan hanya untuk
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menunaikan kewajiban bagi suami, akan tetapi juga memiliki tujuan
untuk menjamin anggota keluarganya agar tidak sampai terlantar.>
c. Hak dalam Menikmati Hubungan Seksual

Salah satu hak dan kewajiban suami isteri adalah hubungan seks
antara suami dan isteri. Di mana di dalam kehidupan bermasyarakat
terdapat kepercayaan dan kecenderungan umum bahwa hubungan
seksual antara suami dan isteri yang lebih banyak menikmatinya adalah
pihak suami. Sementara pihak istri hanya melayani suaminya. Isteri
hanya dijadikan sebagai pelayan dan juga pemuas nafsu suami, dan
dalam melakukan hubungan seksual pihak yang mendapatkan nikmat
dan kepuasan adalah pihak suami, pihak isteri tidak karena hanya
dijadikan sebagai pemuas, hal tersebut sudah melekat pada diri seorang
isteri di dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran seperti itu didasari
dari pandangan yang diikuti oleh ulama ahli figih yang berkata bahwa,
hubungan seksual bagi seorang isteri adalah sebuah kewajiban.

Siti “Ruhaini .“Dzuhayati *merupakan salah ‘satu feminis yang
berasal dari ‘Indonesia memberikan' pendapat’ bahwa ‘perempuan tidak
memiliki hak seksualitas disebabkan karena hukum Islam yang terdapat
dalam kitab figih adalah hasil dari rumusan kaum laki-laki pada abad
pertengahan, maka mereka memakai sudut pandang laki-laki pula tanpa

mempertimbangkan dari sudut pandang perempuan pula. Mereka

% Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 68-69.

® Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan,73.
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menganggap bahwa suatu hubungan suami isteri yang dilakukan di
dalam sebuah pernikahan adalah sebuah ibadah. Namun menurut Siti
Ruhaini Dzuhayati ibadah harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas
dan lapang, tidak atas dasar paksaan, karena hubungan seksual di dalam
perkawinan bukan sekedar hubungan yang bersifat fisik,

Pendapat Masdar mengenai hal tersebut ialah apabila hal tersebut
dilakukan satu atau dua kali maka tidak menjadi sebuah masalah,
apabila hal itu dilakukan berulang kali maka hal tersebut dapat
dikategorikan sebagai sebuah pemaksaan atau pemerkosaan terhadap
isteri. Pemaksaan seperti itu tentu tidak diperbolehkan agama karena
beberapa alasan. Diantaranya yaitu membolehkan suami isteri
berhubungan seksual secara paksa maka sama saja dengan mengizinkan
seseorang untuk mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain,
perbuatan tersebut tak memiliki moral. Alasan yang kedua yaitu apabila
berhubungan seksual antara suami isteri atas dasar paksaan maka
perbuatan “/tersebut » melanggar | prinsip* mu asyarah bi al-ma’ruf
(memperlakukan “isteri dengan ‘dengan-makruf), dengan._cara makruf
yang ditegaskan di dalam Al-Qur’an.*’

Nafkah dari suami tidak hanya berupa nafkah lahiriyah (pangan,
sandang, papan/tempat tinggal, jaminan kesehatan dan lain sebagainya),
tetapi juga terdapat nafkah batin (menggauli, berbubungan seksual,

menunjukkan sikap kasih dan sayang, juga perhatian terhadap isterinya)

" Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 75.
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yang harus dipenuhi oleh suami. Sehingga apabila ditelusuri lebih jauh
terkait nafkah dari suami, maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi
suami untuk melakukan hubungan seksual dengan isterinya sampai
isterinya bisa terpuaskan (menikmatinya). Masdar berpendapat bahwa,
apabila suami tidak bersedia menjalankan kewajiban nafkahnya (nafkah
batin) terhadap isterinya dan sang isteri tidak terima maka isteri dapat
membuat pengaduan di  Pengadilan, dan pengadilan akan
mempertimbangkan tindakan agar bisa menjamin keadilan dan hak-hak
perempuan dalam perkawinan.*®

Masdar juga mengilustrasikan jaminan hak isteri untuk
menikmati hubungan seksual dengan suami sebagai berikut: “para
ulama mazhab memandang ‘az/ (coitus interruptus), yaitu menarik
zakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat akan keluar mani. Tiga
dari empat mazhab yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi dan juga Imam
Hambali mempunyai pendapat yang sama mengenai ‘azl. Mereka
berpendapat bahwa “az/ tidak diperbolehkan ‘'dilakukan secara sepihak
oleh 'suami, dengan alasan ‘dapat’ merusak'kesenangan: (kenikmatan)
isteri.>

d. Hak dalam Urusan Reproduksi (Menentukan Kehamilan)
Salah satu tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk

melangsungkan ketururnan (regenerasi). Menurut pendapat yang

8 Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 77.

* Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 78.
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banyak diikuti oleh ulama Hanafiah menyatakan bahwa yang
mempunyai hak untuk menentukan mau atau tidaknya pasangan suami
isteri untuk mempunyai anak adalah mereka sendiri, yaitu suami dan
isteri. Karena adanya seorang anak tidak akan terwujud tanpa adanya
partisipasi dari keduanya, dan asal usul anak berasal dari sperma suami
yang membuahi sel telur isteri. Sedangkan menurut kalangan ulama
Hambali dan juga sebagian ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa dalam
hal menentukan keturunan bukan hanya hak suami dan isteri, tetapi
juga umat dan masyarakat dengan penekanan dan keputusan Kembali
lagi kepada suami dan isteri. Dalam artian kebutuhan regenerasi di
dalam masyarakat perlu diperhitungkan bagi pasangan suami dan isteri,
untuk membuat atau membatasi keturunan mereka sesuai kebutuhan di
masyarakat.®®

Dari pendapat di atas, Masdar berpendapat bahwa urusan
keturunan adalah urusan keluarga yaitu suami dan isteri. Dan lebih
dikhususkan lagi kepada isteri, Karena isteri adalah pihak yang paling
banyak berperan dalam  hal' kehamilan' dan” kelahiran.. Masdar juga
mengatakan bahwa, seorang isteri dan juga suami mempunyai hak
penuh apakah dia mau hamil, mau punya anak, dan juga menentukan
jumlah anak. Pihak manapun tidak memiliki hak memaksakan

keinginannya dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.®

% Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 82.

. Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 83-84.
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e. Hak dalam Memutuskan Perkawinan (Cerai)

Di dalam sudut pandang figih talak atau perceraian adalah mutlak
hak seorang suami. Apabila seorang suami mengucapkan kata talak
pada isterinya seperti “kamu saya cerai” maka pada detik itu juga talak
seorang suami telah jatuh pada isterinya. Walaupun misalnya pada saat
itu suami tidak sengaja mengucapkannya karena terbawa emosi, maka
talaknya tetap jatuh. Hal itu disandarkan pada Al-Qur’an surah At-
Talag Ayat 1 dan juga pada surah An-Nisa Ayat 20.%2

Zamakhsyari menyebutkan bahwa hak talak seorang laki-laki
merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan.
Berbeda dengan Zamakhsyari, Amina Wadud Muhsin berpendapat
bahwa terdapat indikasi ketidaksamaan atau ketidaksetaraan antara laki-
laki dan peremuan di dalam Al-Qur’an, yang ditunjukkan dengan
pemberian hak talak kepada laki-laki saja. Tidak seperti perempuan,
laki-laki bisa dengan hanya mengucap ‘“saya ceraikan kamu” untuk
memulai tata caralperceraian.®

Sama ‘halnya dengan-Amina Wadud-Muhsin,” Masdar juga tidak
sependapat dengan adanya anggapan bahwa hak talak dalam Islam
hanya ada pada laki-laki. Menurut permulaan sejarah perkembangan
Islam di Arab, segera setelah mengentaskan kaum perempuan dari

status objek mutlak keputusan laki-laki, Islam telah memberikan hak

%2 Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam

Perkawinan, 91.

% Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 92.
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pada perempuan untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri, yang
termasuk di dalamnya adalah hak untuk menceraikan suami (khulu’),
yang secara harfiyan mempunyai arti melepas. Maksudnya, apabila
seorang isteri merasa tidak cocok lagi dengan suaminya maka dia bisa
meminta pengadilan untuk menceraikannya. Apabila alasannya masuk
akal, maka sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan untuk
mengabulkannya.®*

Islam merupakan agama pertama yang mengakui adanya hak
khulu’ menurut Asghar. Yang perlu dicatat bahwa hak khulu’ yang
diberikan kepada perempuan adalah mutlak dan tidak ada yang bisa
menghalanginya. Asghar juga memberikan contoh dalam kasus
Jamilah, istri dari Tsabit bin Qais yang hidup pada zaman Nabi. Di
mana Jamilah merasa sangat tidak puas dengan perkawinannya dengan
Tsabit bin Qais, walaupun tidak ada perselisihan di dalamnya. Dengan
pilu dia mngadu kepada Nabi Muhammad Saw bahwa dia tidak
menemukan 'kesalahan pada diri suaminya dalam segala hal, dari segi
moral dan juga agamanya, tetapi dia sama-sekali tidak-menyukainya.
Dan Nabi mengijinkanya bercerai dengan syarat dia mengembalikan
kebun buah yang sudah diberikan oleh suaminya padanya untuk mas

kawin.®

®  Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 93.

% Anjar Nugroho, Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan, 94.



BAB Il

METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian ini berisi mengenai metode yang digunakan
olen penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Menurut pendapat yang
dikemukakan oleh Sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk
mendapatkan sebuah data yang valid dengan tujuan bisa menemukan,
mengembangkan, dan juga membuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu,
sehingga pada suatu saat bisa digunakan untuk memecahkan sebuah masalah.®®
Berikut adalah metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
kepustakaan (library research) yang bersifat normatif, ialah penelitian hukum
yang menitikberatkan pada hukum sebagai pembentuk norma dibandingkan
jumlah bahan hukum.®” Penelitian normatif adalah penelitian doktrinal yang
menggunakan bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang diperoleh dari
sumber-sumber berupa kepustakaan.®®

Pendekatan yang digunakan dalam_penelitian ini yaitu menggunakan
pendekatan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan juga
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan

dalam penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah bahan yang

% Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Jakarta: Kencana, 2020), 3.

%7 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat) (Depok: Raja
Grafindo Persada, 2021), 13.

% Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 153.
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digunakan untuk mengawali dasar sudut pandang dan kerangka berfikir
seorang peneliti dalam proses penelitian atau analisis.® Pendekatan
perundang-undangan adalah suatu metode pendekatan dengan menggunakan
legislasi dan regulasi.”® Pendekatan perundang-undangan ini biasanya
dilakukan dengan cara mengkaji dan mendapatkan pemahaman secara
mendalam mengenai keseluruhan peraturan perundang-undangan yang
memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini
difokuskan pada pemahaman peneliti mengenai perjanjian perkawinan yang
tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45. Sedangkan pendekatan
konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari
pandangan-panangan serta doktrin-doktrin yag berkembang dalam ilmu
hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-
isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara
pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam dalam
melakukan pemilihannya.”™
. Sumber Bahan Hukum

Penelitian'ini merupakan penlitian ‘yang-bersifat-yuridis-normatif, yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum
sekunder, kemudian diproses dan diolah yang selanjutnya akan dianalisis
untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Guna menjawab persoalan
hukum vyang diteliti, maka peneliti menggunakan sumber-sumber bahan

penelitian hukum sebagai berikut:

% Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 184
70 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), 137
™" Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57
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1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif,
yang berarti memiliki otoritas.”” Yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang diurut menurut hierarki. Bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini ialah Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dan juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder didapatkan dari
berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil karya
ilmiah, dan juga dari bahan hukum sekunder lainnya.
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan salah satu hal yang harus disertakan dalam
sebuah penelitian, dan bahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui suatu
proses yang disebut pengumpulan bahan hukum (sumber bahan hukum).
Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu langkah terpenting
dalam penelitian, karena tujuan dari teknik pengumpulan'bahan hukum adalah
untuk memperoleh ‘sebuah ‘bahan hukum.” Pengumpulan‘ bahan hukum
dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan
hukum, dan Klasifikasi sistematis dilakukan untuk mengklasifikasikan bahan
hukum sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Untuk mencapai hal

tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa library

72 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 181.
® Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2018), 48
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research, dengan mengkaji literatur dan peraturan Perundang-Undangan yang
relevan dengan masalah yang diteliti.
. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu tahap yang tak kalah
penting, karena adanya analisis bahan hukum inilah pertanyaan-pertanyaan
penelitian akan terjawab. Tujuan utama melakukan analisis terhadap bahan
hukum adalah untuk mengecek berdasarkan konsepsional terhadap makna
yang dimaksud oleh terma-terma yang terdapat dalam perundang-undangan
dan pengimplementasian dalam praktik serta putusan-putusan hukum.

Dari bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan menemukan arti
dari suatu aturan hukum, sehingga dapat menjadi kunci dalam sebuah
permasalahan hukum.

. Tahap Penelitian

Pada bagian ini, berisi mengenai rangkaian tahap-tahap penelitian yang
harus dilalui ‘peneliti guna menyelesaikan. proses. penelitian. Tahap-tahap
penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. PraPenelitian
a. Menentukan judul penelitian
b. Mengajukan judul ke Fakultas Syariah dengan melampirkan latar
belakang, rumusan masalah dan juga fokus penelitian.

c. Menyusun proposal skripsi
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d. Menelaah kajian pustaka dengan cara mencari referensi dari penelitian
terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
e. Mengkonsultasikan penelitian kepada dosen pembimbing mengenai
proposal penelitian.
2. Penelitian
a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
b. Mencari bahan hukum yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
c. Melakukan analisis bahan hukum
d. Menarik kesimpulan
3. Pasca Penelitian
a. Konsultasi dengan dosen pembimbing
b. Mengerjakan revisi
c. Melakukan ujian akhir skripsi

d. Menijilid skripsi (hasil penelitian)



BAB IV
PEMBAHASAN
A. Ketentuan Perjanjian Perkawinan berupa Taklik Talak dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia

Berlakunya Hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah
tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung umatnya. Hukum Islam
yang memiliki sifat lentur (adabtability-nya) yang cukup tinggi selalu berpacu
pada perkembangan zaman.” Di dalam Indonesia, eksistensi Hukum Islam
mengambil dua bentuk vyaitu dengan cara diimplementasikan atau
dilaksanakan oleh umat Islam, yang kedua yaitu dilegislasikan dengan cara
dibuatkan aturan untuk hukum positif.

Arti penting dan kompleksitas diberlakukannya Hukum Islam di
negara Indonesia merupakan sebuah pangkal untuk mengkaji dan mendalami
lebih jauh berbagai masalah yang berkenaan dengan Kompilas Hukum
Islam.”® Di mana pada masa pemerintahan orde baru terdapat bebreapa produk
kebijakan hukum " salah'! satunya " yaitu' 'Kompilasii Hukum Islam.
Penyusunannya “bersumber padahukumnormative “Islam" yang tercantum
dalam kitab-kitab figh, Kkhususnya figh karangan Imam Syafi’i. pada
prosesnya, penyusunan Kompilasi Hukum Islam berlangsung selama kurang
lebih enam tahun, dan pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam
dikukuhkan secara resmi sebagai sebuah pegangan dan pedoman dalam

bidang hukum material bagi seluruh hakim yang bertugas di Peradilan Agama

™ Saekan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya:
Arkola Surabya, 1997), 9.
" Saekan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, 9.
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di seluruh Indonesia. Hal tersebut berdasarkan INPRES (Instruksi Presiden)
No 1 Tahun 1991.7

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah produk yang mencoba
untuk menampung aturan hukum adat dengan Hukum Islam di dalamnya,
dengan tujuan agar dapat memberikan hukum yang pasti, karena mayoritas
penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Karena hal itulah hubungan
dari Hukum Islam serta hukum adat di dalam proses legislasi tidak dapat
dipisahkan, terutama dalam area hukum keluarga. Dari uraian tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa maksud daripada Kompilasi Hukum Islam adalah
sebuah rumusan hukum yang tertulis dari hukum Islam yang ada dan hidup
ditengah hukum yang diberlakukan pada masyarakat Indonesia.”’

Terdapat banyak sekali peraturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam. Salah satu yang penting dalam kehidupan manusia yaitu perkawinan
tak luput dari bagian dari Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang telah
diketahui khayalak ramai bahwa tujuan dari perkawinan vyaitu untuk
membentuk sebuah ' keluarga ' yang berlandaskan 'sakinah mawaddah
warahmah serta untuk mencapai-kebahagiaan-dengan‘diciptakannya keluarga
yang dipenuhi dengan kasih sayang yang mengharapkan rahmat dari Allah
SWT. Akan tetapi di dalam perkawinan juga terdapat masalah-masalah yang
mungkin saja terjadi dan tidak dapat terhindarkan, karena pada dasarnya

perkawinan merupakan menyatukan dua kepala dengan isi pikiran yang

® Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan,
(Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 359.

" Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi Syarat Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Suka
Press, 2012), 211.
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berbeda. Hal demikianlah yang menjadi faktor pemicu pertikaian dan
permasalahan dalam rumah tangga. Tak sedikit pasangan suami isteri bercerai
karena tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memilih jalan akhir
berpisah dengan cara menjatuhkan talak atas isterinya. Talak sudah dikenal
sejak jaman jahiliah, tetapi hal tersebut merupakan hak mutlak seorang suami
pada isterinya.’

Permasalahan dan pertikaian dalam rumah tangga dijelaskan dalam Al-
Qur’an surah An-Nisa’ Ayat 35. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa
apabila pasangan suami isteri berada dalam puncak permasalahan dalam
perkawinannya adianjurkan untuk mencari pihak ketiga yang dijadikan
sebagai penengah dalam permasalahn yang tengah mereka hadapi, dan pihak
penengah tersebut dari pihak keluarga sendiri, bisa dari pihak keluarga laki-
laki maupun perempuan. Walaupun Al-Qur’an memberikan lebih sedikit
tempat pada perempuan, akan tetapi hal tersebut tidak berarti Al-Qur’an
menafikan ajarannya mengenai kesetaraan manusia. Kesetaraan yang
dimaksud di sini~adalah kesetaraan dalam ranah 'hubungan suami dan isteri
Ketika sudahtidak ada keharmonisan lagi yangtercipta dari rumahtangganya.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga
membahas mengenai kesetaraan antara suami dan isteri dalam perkawinan.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 31 yaitu:

® Nasruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, (Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo, 2014), 106.
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(1) Suami dan isteri memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam
perkawinan serta memiliki kedudukan dan hak yang seimbang pula dalam
bermasyarakat.

(2) Baik pihak suami maupun pihak isteri sama-sama diperbolehkan
melakukan perbuatan hukum.

(3) Peran suami dalam rumah tangga yaitu menjadi kepala keluarga
sedangkan peran isteri dalam rumah tangga yaitu sebagai ibu rumah
tangga.”

Jika seorang perempuan memiliki keinginan untuk mengakhiri
perkawinannya, dia memiliki dua opsi yang keduanya melalui campur tangan
pengadilan. Yang pertama vyaitu dengan cara mengajukan khulu’ atau
istilahnya memberikan Kembali mahar yang telah diberikan oleh suami untuk
isterinya pada saat akad, atau dengan opsi yang kedua yaitu dengan cara talak
yang disyaratkan atau yang secara luas dalam masyarakat dikenal sebagai
taklik talak.

Ada dua macam taklik talak, yaitu:

(1) Taklik talak ‘gasmi/qasamy ‘yaitu taklik talak yang-memiliki_maksud janji
atau sumpah, karena'hal tersebut mempunyai pengertian melakukan atau
meninggalkan suatu perbuatan atau juga menguatkan suatu kabar.

(2) Taklik talak syarthi yaitu taklik yang memiliki maksud menjatuhkan
sebuah talak apabila sudah memenuhi syarat. Syarat sah taklik yang

dimaksud di sini adalah suatu hal yang belum terjadi, dan ada

" Setneg RI. UU. No 1 Tahun 1974. Pasal 31
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kemungkinan akan terjadi di masa mendatang, ketika lahirnya akad talak
dapat dijatuhi talak dan apabila apabila perkara yang ditaklikkan terjadi
hendaknya isteri berada dalam pemeliharaan suami.®°
Dari uraian dua macam taklik talak di atas, taklik talak yang ada di
negara Indonesia yang juga ditulis dalam buku nikah lebih condong dan lebih
menyerupai taklik talak syarthi. Karena dalam taklik talak syarthi
pelaksanaannya ialah menggantungkan suatu hal pada syarat-syarat tertentu
yang sudah ditentukan, maksudnya adalah apabila suami melakukan perbuatan
yang telah memenuhi syarat sighat taklik talak maka talak dapat jatuh tetapi
dengan syarat isteri melakukan pengaduan pada Pengadilan Agama. Dalam
taklik talak gasmi/gasamy yang memiliki pengertian memberikan dorongan
pada seseorang untuk melakukan atau mencegah seseorang untuk berbuat
sesuatu, hal itu tidak sesuai dengan isi dari taklik talak yang ditulis oleh
pemerintah dalam buku nikah, karena di dalam sighat taklik talak yang di tulis
di buku nikah terdapat kalimat ‘“sewaktu-waktu” yang berarti hal tersebut
dimungkinkan akan' terjadi ' di. masa yangakan! datang, dan hal itu lebih
mengarah pada taklik talak'syarthi.*
Sejarah taklik talak di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan raja
Agung Hanyakrakusuma dari kerajaan Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi).
Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari kerajaan Mataram guna

memberikan kemudahan bagi perempuan untuk melepas ikatan perkawinan

8 Asman, Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian
Fenomenologi, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 51.

81 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2005), 403



60

dari suami yang pergi meninggalkan isteri dalam jangka waktu tertentu untuk

mengemban sebuah tugas. Taklik talak digunakan sebagai jaminan bagi para

isteri yang suaminya tengah pergi melaksanakan tugas negara. Taklik itu

disebut Taklek Janji Dalem atau disebut juga Taklek Janjiningratu, yang

berarti taklik talak tersebut berkaitan dengan tugas negara. Taklik tersebut

berbunyi:
“Mas penganten, pekenira tompon Taklek Jangji Dalem, samongso
pekanira .... lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara
rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi
pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum,
sawuse terang pariksane runtuh talak pakanira sawija”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:
“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-
waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama .... selama
tujuh bulan perjalanan darat, atau menyebrang lautan dua tahun,
kecuali dalam perjalanan tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga
mengajukan rapak (menghadap)ke pengadilan hukum, setelah jelas
dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.

Taklik tersebut tidak dibaca oleh mempelai pria, akan tetapi dibacakan oleh

penghulu yang menikahkan mereka, dan cukup dijawab oleh mempelai pria:

Hinggih sendika (saya bersedia).®?

Ada empat ‘'unsur yang terkandung dalam rumusan’ sighat taklik talak yang

diberlakukan di kerajaan Mataram, yaitu:

1. Pergi meninggalkan

2. lsteri tidak rela

3. Isteri melakukan pengaduan pada Pengadilan

4. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan

82 Khoirudin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian
Perkawinan”, UNISIA, Vol. XXXI, No. 70 (Desember 2008): 335-336
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Dari keempat unsur sighat taklik talak di atas, hanya unsur suami
meninggalkan isteri yang dijadikan alasan utama pengaduan isteri pada
pengadilan sebagai alasan perceraian taklik talak. Dengan durasi waktu tujuh
bulan untuk kepergian suami dengan jalur darat, dan durasi dua tahun bagi
suami yang bepergian dengan jalur laut (menyebrangi lautan).

Ketika taklik talak diberlakukan di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya
pada tahun 1931, sighat taklik talak sudah mengalami beberapa tambahan dari
segi aspek dan unsurnya. Dan juga ada perubahan pada jangka waktunya.
Penambahan dan perubahan rumusannya yaitu:

1. Apabila saya meninggalkan isteri saya selama tiga bulan melalui jalan
darat atau saya meninggalkan isteri saya selama enam bulan melalui jalan
laut.

2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib yang harus diberikan pada isteri
selama satu bulan.

3. Atau saya memukulnya dan pukulan tersebut menyakitinya.

4. Maka apabila isteri 'saya tidak terima dengan salah satu hal yang telah
disebutkan 'di atas, dia atau seseorang‘yang mewakilinya bisa melakukan
pengaduan pada Raad Agama, serta dia meminta bercerai serta manakala
isteri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya 10

(sepuluh cent) serta sabit dakwaannya, tertalaklah isteri saya yang tersebut
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satu talakdan dari uang iwadl yang tersebut saya wakilkan kepada Raad
Agama untuk diberikan sedekah kepada fakir miskin.®

Ada penambahan dua unsur dari rumusan sighat taklik talak di atas,
yaitu: 1. Suami tidak memberikan nafkah, 2. Suami memukul isterinya dan hal
tersebut menyakiti isteri. Dalam hal waktu juga mengalami perubahan, yang
aslinya tujuh bulan jalan darat menjadi tiga bulan jalan darat, yang aslinya dua
tahun jalan laut menjadi enam bulan jalan laut.

Semenjak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1952 berlaku ketentuan mengani sighat taklik talak
diberlakukan di seluruh Indonesia. Sejak rumusan sighat taklik talak diambil
alih oleh Departemen Agama, isi dari sighat taklik talak telah mengalami
beberapa kali perubahan dan penambahan isinya. Bukan hanya sekedar unsur
pokoknya saja, tetapi juga berkenaan dengan kualitas syarat taklik talak dan
juga uang iwadh yang harus dibayarkan.

Penetapan rumusan sighat taklik talak yang berdasarkan Peraturan
Menteri Agama Republik: Indonesia Nomor 411/ Tahun 2000 menjadi rumusan
terakhir yang'dipakaihingga saat-ini. Rumusannya- yaitu:

Sesudah akad nikah saya .... bin .... berjanji dengan sungguh-sungguh,

bahwa saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli isteri saya

yang Bernama .... binti .... dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) dan
menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat
taklik talak kepada isteri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-

turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib padanya selama tiga

bulan, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, (4) Atau saya
tidak memperdulikan isteri saya selama enam bulan.

8 Khoirudin Nasution, “menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian
Perkawinan”, 336-337
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Kemudian isteri saya tidak ridho dan melakukan pengaduan pada
Pengadilan Agama atau seseorang yang mempunyai hak untuk
mengurus pengaduan tersenut dan pengaduannya dibenarkan dan
diterima oleh Pengadilan Agama, dan isteri saya membayar uang
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti)
kepada saya, maka jatih talak satu kepadanya. Kepala Pengadilan atau
petugas yang disebutkan tadi saya beri kuasa untuk menerima uang
iwadh (pengganti) dan kemudian menyerahkannya kepada Badan
Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, agar digunakan untuk keperluan
ibadah sosial.

.......... PR R )

(Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun)

(Tanda Tangan dan Nama Suami)

Terdapat sepuluh unsur pokok sighat taklik talak dalam rumusan tersebut:

1.

2.

Suami meninggalkan isteri

Suami tidak memberikan nafkah wajib pada isteri

Suami menyakiti isteri

Suami tidak memperdulikan isteri

Isteri melakukan pengaduan pada Pengadilan

Isteri membayar uang iwadh

Jatuhnya talak satu suami kepada isteri

Uang iwadh oleh suami diterima oleh Pengadilan dan selanjtnya akan
diserahkan pada pihak ketiga yang digunakan untuk kepentingan ibadah

sosial.®

8 Asman, Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam lIslam Sebuah Kajian

Fenomenologi, 66-68
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Bisa dilihat dari unsur-unsur di atas bahwasanya hanya ada empat unsur
pokok alasan taklik talak, yaitu: 1. Suami meninggalkan isteri, 2. Suami yang
tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri, 3. Suami menyakiti isteri, 4.
Suami yang tidak memperdulikan isterinya lagi.

Pada isi sighat taklik talak yang sudah dituliskan di atas, poin satu
sampai dengan poin empat yaitu (1) meninggalkan isteri saya selama dua
tahun berturut-turut (2) tidak memberika nafkah wajib selama tiga bulan (3)
menyakiti badan/jasmani isteri dan (4) tidak memperdulikan isteri selama
enam bulan masuk pada syarat alternatif, sedangkan syarat kumulatifnya yaitu
isteri tidak ridho dan isteri membayar uang iwadh.

Perumusan sighat taklik talak sebagaimana yang terlahir dan
diterapkan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411
Tahun 2000 adalah sesuai dengan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

a. lIsi taklik talak tidak diperbolehkan bertentangan dengan ajaran agama
Islam

b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik' talak benar-benar terjadi
dikemudian hari, talak tidak-jatuh ‘dengan sendirinya. Agar talak jatuh,
isteri perlu melakukan pengaduan pada Pengadilan.

c. Perjanjian taklik talak bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus
diadakan ketika perkawinan, akan tetapi apabila taklik talak sudah

diucapkan, maka tidak dapat dicabut kembali.®®

% Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI.
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Dapat dilihat dari Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa:
pertama, isi dari taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama, dan diterbitkan
olen Departemen Agama, karena yang melakukan perjanjian perkawinan
berupa taklik talak adalah warga negara yang memeluk agama Islam saja. Dan
juga isi dari taklik talak tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Kedua, apabila di kemudian hari dalam perkawinan tersebut suami melanggar
isi dari taklik talak tersebut, isteri harus mengajukan gugatan cerai pada
suaminya ke Pengadilan Agama. Karena di Indonesia perceraian yang sah
adalah perceraian yang dilakukan di depan hakim dalam persidangan di
Pengadilan Agama.

Pembahasan mengenai Kompilasi Hukum Islam di atas sudah
dianggap memadai dan relevan, dengan asas Pasal 46 Ayat 2 tersebut maka
semua bentuk taklik talak yang digunakan sebagai perjanjian perkawinan
dalam agama Islam yang berada di luar Departemen Agama tidak di anggap
ada dan tidak diketahui keabsahannya.

Menurut ' Kompilasi-Hukum Islam, substansi' taklik talak dapat dilihat
dari dua “segi, " yaitu ‘sebagal “alasan" perceraian “dan’-sebagai perjanjian
perkawinan. Namun dalam kenyataannya Kompilasi Hukum Islam lebih
menekankan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Hal tersebut dapat

dilihat dalam penjelasan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45,
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di Pasal tersebut memberikan ruang khusus mengenai perjanjian perkawinan,

yang salah satunya dengan taklik talak.®®

Adapun tata cara melakukan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 45

sampai pasal 52 Kompilasi Hukum Islam disimpulkan sebagai berikut:

1.

Perjanjian perkawinan dilakukan harus dengan persetujuan kedua calon
pengantin

Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara tertulis

Perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan setempat

Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila isi dari perjanjian
tersebut melanggar batas seperti bertentangan dengan ajaran agama dan
mengandung kesusilaan.

Isi dari perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali dengan
persetujuan pihak suami dan pohak isteri, serta tidak merugikan pihak

ketiga.®’

B. Urgensi Perjanjian Perkawinan berupa Taklik Talak dalam Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia

Di dalam perkawinan, salah satu hal yang urgen adalah menyatukan

pemikiran dan persepsi antara suami dan isteri mengenai tujuan perkawinan

untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang ideal. Di Pengadilan Agama,

8 Muhammad Saifullah dan Muhammad Arifin, Hukum Islam; Solusi Permasalahan

Keluarga “Taklik Talak Hukumnya Wajib? ", (Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta, 2005), 50

8 Asman, Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian

Fenomenologi, 72-73



67

angka catatan perceraian cukup tinggi. Hal itu mengindikasikan bahwa salah
satu hal urgen dalam perkawinan yaitu pemkiran dan persepsi mengenai
tujuan perkawinan belum banyak terwujud. Dengan demikian pemerintah
menetapkan regulasi yang menganjurkan untuk diadakan sebuah perjanjian
perkawinan. Salah satu bentuk perjanjian itu adalah taklik talak yang sudah
disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mudahnya talak dalam kehidupan berumahtangga bisa diatasi salah
satunya Yyaitu dengan cara diadakan pembacaan ikrar taklik talak yang
dijadikan sebagai perjanjian perkawinan dalam agama Islam. Dalam kebiasaan
yang dilakukan masyarakat Indonesia pada saat sesudah akad perkawinan
dilangsungkan, suami akan diberikan tawaran untuk melakukan pembacaan
ikrar taklik talak sebagai bentuk perjanjian pada isterinya, mengingat hak talak
hanya dimiliki oleh suami. Bagi perempuan juga ada kesempatan dan peluang
untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk mengajukan sebuah
perceraian apabila suaminya melanggar salah satu isi dari taklik talak.®®

Di dalam Agama Islam; yang mempunyai' hak ‘talak secara penuh
adalah seorang suami, * sedangkan’ “isteri- tidak “-memilikinya. Alasan
diberikannya hak talak kepada suami adalah konsekuensi dari kewajibannya
membayar mahar pada saat akad perkawinan dan juga konsekuensi dari
membrikan nafkah pada isterinya. Perempuan tidak diberikan hak talak bukan

karena masalah inferioritas, akan tetapi karena konsekuensi logis dari

8 Muhammad Saifullah dan Muhammad Arifin, Hukum Islam; Solusi Permasalahan
Keluarga “Taklik Talak Hukumnya Wajib? ”, 53-54
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kewajiban membayar mahar serta nafkah.®® Di samping hal itu juga, laki-laki
memiliki sifat sabar pada sesuatu yang tidak disukai oleh perempuan. Laki-
laki tidak akan langsung menjatuhkan talak apabila dia dalam keadaan marah,
ataupun pada suatu hal yang tidak dia senangi. Yang berbanding terbalik
dengan perempuan, mereka akan lebih cepat marah serta kurang sabar dalam
menghadapi situasi yang tidak disukainya dan akan cepat meminta cerai hanya
karena sebab kecil dan tidak masuk akal. Karena sebab itulah para perempuan
tidak diberikan hak untuk menjatuhkan talak.

Salah satu hal yang selalu dimuat dalam surat pendaftaran akta
perkawinan di Indonesia adalah taklik talak, hal tersebut seolah-olah menjadi
hal yang wajib dilakukan pada saat akan melangsungkan perkawinan. Dan
biasanya pihak pengantin laki-laki juga sangat jarang yang menolak untuk
membacakan sighat taklik talak, dengan demikian pengucapan taklik talak
telah dianggap sebagai budaya yang harus dilakukan pada saat perkawinan.

Padahal sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa
pembacaan taklik ' talak: bukanlah ' sebuah. kewajiban, ‘seperti yang telah
dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat'3-Kompilasi Hukum Islam-sebagai berikut:

(3) Taklik talak ‘bukan sesuatu yang wajib diadakan pada saat
perkawinan, akan tetapi apabila sudah mengucapkan janji taklik
talak, maka janji taklik tersebut tidak dapat dicabut Kembali.*

Menurut Abdul Wahid Arif dalam jurnal yang disusun oleh Saberiani

mengatakan bahwa, adanya taklik talak juga digunakan sebagai perjanjian dari

8 Busriyanti, Figh Munakahat, 118-119

% Abdul Rachmad Budiono, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia, (Malang:
Banyumedia Publishing, 2003), 64

% Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
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suami untuk selalu berperilaku baik kepada isterinya. Karena setelah menikah,
suami harus sangat berhati-hati dalam memperlakukan isterinya. Pada saat ini
sangat ramai permasalahan mengenai suami yang melakukan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), ataupun suami yang tidak memperdulikan isterinya.
Hal ini menjadi salah satu tujuan bagi suami untuk menandatangani perjanjian
taklik talak, apabila pada kemudian hari terjadi hal-hal seperti itu, isteri
mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai pada
suaminya ke Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama dapat
menjatuhkan talak satu padanya, apabila suami terbukti melanggar isi dari
taklik talak dan juga disertakan pembayaran uang iwadh oleh pihak isteri.
Tujuan lain dari adanya taklik talak yaitu untuk mengadakan sebuah
komitmen dari suami bahwa dia dapat menggauli isterinya dengan baik.*?
Beberapa faktor urgensitas dari dibacakannya sighat taklik talak yaitu
sebagai berikut:
1. Taklik talak merupakan janji suami kepada isteri
Taklik talak merupakan:salah:satu alternatif untuk melindungi isteri.
Di dalam ‘Kompilasi ‘Hukum “Islam ‘lebih mengutamakan taklik talak
sebagai salah satu upaya yang diterapkan untuk melindungi isteri dari
perlakuan seenaknya dari suami. Salah satu argumentasi menjadikan taklik
talak sebagai alternatif untuk melindungi isteri adalah karena taklik talak
merupakan sebuah perjanjian perkawinan. Dengan perjanjian ini sudah

sudah seharusnya suami tidak memperlakukan isteri dengan seenaknya

%2 Saberiani, “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, 7
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sendiri, karena dia sudah terikat dengan perjanjian yang telah dibacakan
dan ditandatangani pada saat setelah akad perkawinan dilangsungkan.”
Yang jelas, adanya taklik talak digunakan untuk menegaskan dan
menguatkan komitmen suami dalam berumah tangga.

2. Taklik talak sebagai alat pelindung isteri

Di dalam kehidupan berumah tangga tindak kekerasan sering muncul
yang disebabkan oleh perlakuan sewenang-wenang suami terhadap
isterinya. Hal tersebut tentunya masuk dalam kategori pelanggaran hak
asasi manusia (HAM) dan tercatat sebagai bentuk diskriminasi terhadap
perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya masalah ini kurang
mendapatkan perhatian, hal tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu
pertama karena hal tersebut terjadi dalam lingkup tertutup (keluarga)
sehingga hal tersebut dianggap sebagai masalah pribadi, kedua kekerasan
dalam rumah tangga dianggap wajar karena memperlakukan isteri sesuka
hati suami adalah hak dari suami sebagai kepala keluarga, ketiga
kekerasan ' itu ' ‘terjadi: ' dalam | lingkup lembaga' yang legal vyaitu
perkawinan.*

Dengan hal demikian salah satu alat yang dapat digunakan sebagai
alat perlindungan bagi isteri yaitu taklik talak, maksudnya isteri dapat
mengingatkan suami bahwa suami telah membat janji dalam bentuk taklik
talak dan isteri dapat meminta pada suami untuk berhenti berbuat

sewenang-wenang terhadapnya.

% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 397
* Asman, Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian
Fenomenologi, 80
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3. Taklik talak sebagai perlindungan hukum
Perlindungan hukum yang didapatkan isteri sebagai salah satu
manfaat adanya pembacaan sighat taklik talak yaitu adanya jaminan
keamanan dalam menjalani hidup berumah tangga, kesamaan hak serta
kewajiban dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang suami.
4. Taklik talak memudahkan pengaduan
Pelanggaran taklik talak merupakan hukum materil. Pelanggaran
taklik talak menjadi alasan perceraian yang dibenarkan dan tercantum
dalam buku satu Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin g. oleh karena
itu, ketika suami mengucapkan taklik talak sesudah akad perkawinan dan
ternyata dikemudian hari dia melanggar salah satu dari poin-poin yang
diucapkan dalam taklik talak tersebut maka isteri mempunyai kemudahan
untuk berperkara di Pengadilan Agama karena sudah terpenuhi hukum
materil yang diwajibkan oleh badan peradilan di Indonesia.

Ketika suami sudah mengucapkan janji taklik talak serta
menandatanganinya maka wajib baginya untuk menjalankan semua janji taklik
yang telah-diucapkannya untuk ‘melakukan ‘kewajiban-dan memenuhi semua
hak isterinya. Apabila’ suami melanggar, maka dia harus menerima
konsekuensinya yaitu putusnya perkawinan. Maksud dari adanya taklik talak
yaitu untuk melindungi hak-hak seorang isteri dengan cara menangguhkan
talak suami pada syarat-syarat yang telah disusun dengan sedemikian rupa.
Regulasi adanya taklik talak juga bermaksud untuk mencegah sesuatu yang

diharapkan tidak terjadi dalam sebuah perkawinan, seperti perlakuan suami
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yang mengeksploitasi isterinya, dan juga termasuk upaya preventif untuk

melindungi isteri dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Taklik talak yang digunakan sebagai perjanjian perkawinan dalam
Islam akan dapat mengingatkan para suami untuk selalu memenuhi kebutuhan
isterinya. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang bersifat primer
dan sekunder. Seperti kebutuhan untuk tempat tinggal, makanan, pakaian,
nafkah, kebutuhan jasmani dan rohani, serta pendidikan untuk menghindari
adanya sebuah perceraian guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan
harmonis.

Suami dan isteri sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam
perkawinan, yang kesemuanya harus dilaksanaka dengan baik. Semua
kewajiban suami dalam perkawinan merupakan hak-hak seorang isteri yang
harus dilakukan, karena suami bertindak sebagai kepala keluarga, maka dia
harus memperlakukan isteri secara baik dan harus memenuhi nafkah baik
nafkah lahir maupun batin. Beberapa kewajiban suami yang menjadi hak isteri
sesuai dengan'makna dari isi sighat taklik talak adalah:sebagai berikut:

1. Di dalam" “sighat" taklik" “talak ' “disebutkan “bahwa, “apabila suami
meninggalkan isteri’berturut-turut selama dua tahun maka isteri dapat
mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama dengan alasan
dilanggarnya sighat taklik talak. Dalam sebuah perkawinan, pasangan
suami isteri harus mempunyai komitmen untuk selalu hidup bersama dan
membangun rumah tangga yang dimaksudkan untuk mencapai kehidupan

keluarga yang bahagia dan harmonis. Komitmen di sini mempunyai
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maksud seorang suami tidak boleh meninggalkan isterinya sendirian
dengan tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak dibenarkan oleh agama dan
hukum.® Dengan begitu, wajib hukumnya bagi suami untuk selalu
membersamai isteri dalam segala keadaan, dan apabila mau meninggalkan
isteri maka harus disertai dengan alasan yang jelas supaya isteri tidak
merasa digantung dan ditelantarkan oleh suami.

2. Makna dari isi sighat taklik talak yang kedua yaitu apabila suami tidak
memberikan isteri nafkah selama tiga bulan. Kewajiban suami dalam
perkawinan yaitu memberikan nafkah kepada isteri serta keluarganya.
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kewajiban suami atas nafkah
kepada isteri dan keluarganya meliputi kebutuhan sandang, pangan,
papan, serta jaminan kesehatan, yang tentunya hal tersebut disesuaikan
dengan batas kemampuan suami pula.® Apabila suami terbukti lalai
dalam menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah, maka isteri
dapat menuntut haknya di Pengadilan Agama, dan suami akan dibebankan
untuk membayar nafkah yang " tidak. diberikan 'selama perkawinan
berlangsung.

3. Makna isi sighat taklik talak yang ketiga yaitu perlakuan suami yang
menyakiti isteri. menyakiti di sini menurut Peraturan Menteri Agama No.
2 Tahun 1990 mempunyai batasan yaitu menyakiti jasmani/badan saja,
menyakiti rohani ataupun mental tidak termasuk. Perlakuan yang dapat

menyakiti isteri yaitu sebuah pukulan yang dapat menyebabkan rasa sakit

% Achmad Baihaqi, “Hak Istri dalam Taklik Talak Ditinjau dari Perspektif Hukum
Islam”, Jurnal KHULUQIYYA, Vol. 3, No. 2 (Juli 2021), 82
% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 150
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yang dialami isteri, memukul bagian badan manapun yang dapat
menyakiti isteri.”” Dengan demikian, suami harus selalu memperlakukan
isteri dengan baik dan penuh kelembutan.

4. Tidak memperdulikan isteri selama enam bulan, merupakan makna dari
isi sighat taklik talak yang keempat. Inti dari poin keempat ini adalah
suami yang yang tidak memperdulikan hak-hak isteri yang sudah menjadi
kewajibannya. Dalam sebuah perkawinan pasangan suami isteri harus
berkomitmen untuk saling menyayangi dan mengasihi. Pasangan suami
isteri harus saling mempergauli dengan baik (mu asyarah bil ma’ruf).®
Mempergauli di sini juga mencakup dalam masalah berhubungan badan,
yang mana ketika mereka berhubungan badan harus sama-sama
terpuaskan, apabila sama-sama terpuaskan maka hak mereka sama-sama
terpenuhi.

Makna sighat taklik talak yang telah disebutkan di atas merupakan
bentuk upaya preventif untuk melindungi hak-hak isteri dalam sebuah
perkawinan. Agar tujuan perkawinan dapat tercapai, maka kedua belah pihak
baik suami ‘maupun “isteri harus-bekerjasama-untuk ‘dapat ‘mewujudkannya,
dengan cara mematuhi isi dari sighat taklik talak di atas. Apabila suami
melanggar salah satu dari isi sighat talik talak di atas dan isteri tidak terima,
maka isteri mempunyai hak untuk memutus perkawinannya dengan cara

membuat laporan gugatan ke Pengadilan Agama.

97 Saberiani, “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, 13
% Achmad Baihaqi, “Hak Istri dalam Taklik Talak Ditinjau dari Perspektif Hukum
Islam”, 83
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Ada akibat hukum yang harus ditanggung apabila sighat taklik talak
benar-benar dilanggar oleh suami, yaitu jatuhnya talak kepada isterinya. Talak
yang jatuh akibat dari dilangarnya sighat taklik talak ada dua versi, yaitu versi
figih dan Kompilasi Hukum Islam. Di mana apabila dilanggarnya taklik talak
menurut figih maka talak yang jatuh adalah talak ra; i, dan talak tersebut akan
langsung jatuh tanpa adanya aduan pada pengadilan terlebih dahulu. Dan
apabila pelanggaran sighat taklik talak tersebut menurut Kompilasi Hukum
Islam maka talaknya bisa jatuh apabila ada pengaduan pada Pengadilan
Agama terlebih dahulu, isteri bisa membuktikannya di muka pengadilan,
hakim mengabulkannya dan disertai dengan pembayaran uang iwadh, maka
hakim akan menjatuhkan talak satu ba 'in sughra terhadap isteri tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan yang menjadi tujuan diadakannya
pembacan sighat taklik talak yaitu, apakah orang yang membacakan sighat
taklik talak tersebut menghendaki untuk pelanggaran yang ditaklikkan, atau
mempunyai tujuan dan motivasi untuk membangun kehidupan rumah tangga
dengan berlandaskan mu asyarah: bil ma’ruf. Yang jelas!tujuan pemerintah
untuk mengadakan' pembacaan sighat ‘taklik talak adalah-baik; yaitu sebagai
alat untuk melindungi hak-hak isteri dalam perkawinan.

Dalam jurnal yang disusun oleh Saberiani juga, Hamsidar dan Tahir
mengungkapkan bahwa, tujuan dari diadakannya taklik talak yaitu untuk
menguatkan ikatan perkawinan. Salah satu wujud keseriusan suami kepada
isterinya yaitu dengan menandatangani taklik talak, serta berikrar untuk selalu

berkelakuan baik, menghormatinya, dan juga berjanji untuk selalu
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menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya selama mengarungi bahtera
rumah tangga. Tujuan lain dari taklik talak yaitu untuk betul-betul
memberikan pemahaman terhadap suami akan tanggung jawab yang harus
dijalankannya. Karena isi dari sighat taklik talak adalah seruan bagi suami
untuk berhati-hati dalam memperlakukan isteri mereka, juga menegaskan
bahwa suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya yang
notabennya lebih lemah darinya, harus menghormati serta menghargai
isterinya, dan hal lain yang tak kalah penting adalah suami tidak boleh
menyakiti isteri dalam bentuk apapun, baik jasmani maupun rohani, juga
suami tidak boleh meninggalkan isterinya selama tidak lebih dari dua tahun.
Poin-poin yang telah disebutkan itu menegaskan bahwa suami harus benar-
benar bertanggung jawab penuh pada isterinya.*®

Pentingnya pembacaan taklik talak di awal perkawinan bagi yang
bersangkutan terutama pihak suami yaitu agar dapat mengetahui kewajibannya
yang sudah secara jelas dicantunkam dalam taklik talak. Taklik talak juga
digunakan sebagai pengakuan suami.terhadap isterinya untuk melaksanakan
semua tanggung jawab  serta  ‘kewajibannya‘ sebagai’ suami;. dan apabila
melanggar maka akan ada konsekuensi yang akan ditanggung. Taklik talak
sangat perlu diadakan untuk mengingatkan para suami akan beberapa hal yang
dilarang untuk dilakukan dalam perkawinan, serta sebagai jaminan terhadap
isterinya agar mendapatkan hak berupa selalu mendapatkan perlakuan yang

baik.

% Saberiani, “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, 9
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Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
taklik talak adalah untuk melindungi isteri dari perlakuan tidak baik dan
sewenang-wenang dari suami. Di dalam kehidupan berumah tangga, taklik
talak adalah sebuah institusi hukum yang dibuat dengan tujuan menurunkan
perilaku suami yang sewenang-wenang terhadap isterinya. Agar nilai-nilai
egaliter adat dalam hubungan perkawinan antara suami dan isteri dimasukkan
ke dalam hukum Islam, dengan tidak hanya memberikan hak talak kepada
suami saja, tetapi juga memberikan hak talak kepada isteri.'%°

Namun di dalam masyarakat pembacaan sighat taklik talak seringkali
masih  dipermasalahkan, karena mereka menganggap bahwa saat
dilangsungkannya akad perkawinan yang sakral harus diikuti dengan
perjanjian yang berkenaan dengan talak yang digantungkan dengan beberapa
syarat, serta diperdengarkan pada orang-orang yang menghadiri acara tersebut.
Hal tersebut menurut mereka kurang etis dan dapat merusak kesakralan akad
perkawinan yang telah dilangsungkan.*®

Menurut 'Sofyan 'Yusuf dan Moh. Thariqul dalam:jurnal yang mereka
tulis mengatakan bahwa, akad perkawinan ‘yang dilakukan-dan-disertai dengan
pembacaan sighat taklik talak tidak harus dianggap bahwa perkawinan
tersebut tidak akan bisa berlaku selamanya.’®? Karena maksud dan tujuan
taklik talak bukanlah untuk dijadikan jalan agar terjadi sebuah perceraian

dalam perkawinan. Justru pembacaan sighat taklik talak dijadikan sebagai

100 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, (Cianjur: IMR Press, 2012), 91

101 Saberiani, “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, 8

192 Sofyan Yusuf dan Moh. Thoriq Chacr, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan
Pengaruhnya dalam Berumah Tangga”, Vol. 10, No. 2, (Desember 2017): 280
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jaminan dari suami bahwa ikatan perkawinan mereka akan bertahan
selamanya, karena pihak suami menjalankan semua isi dari perjanjian taklik
talak yang sudah diucapkannya dalam awal perkawinan mereka. Karena pada
sejatinya semua pasangan yang menikah pasti mengharapkan hubungan
pernikahan mereka bisa bertahan selamanya, terhindar perceraian agar bisa
mewujudkan keluarga yang bahagia.

Dalam realitanya, di Indonesia tidak semua suami mengucapkan taklik
talak pada awal pernikahannya. Salah satu faktor utama yaitu pemahaman
terhadap hukum taklik talak masih sangat minim. Faktor lain yang
mempengaruhi pembacaan sighat taklik talak yaitu pelaksanaan perkawinan
yang diharuskan sesuai dengan adat, seperti halnya perkawinan yang harus
dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dapat mempengaruhi pegawa
pencatat nikah, sehingga hal tersebut menyebabkan sighat taklik talak tidak
dapat dibacakan.’® Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembacaan sighat
taklik talak belum dipahami secara sempurna. Dengan hal ini memasukkan
perjanjian taklik ‘talak dalam perkawinan belum difahami secara preventif
suapaya bisa‘menjamin“hak dan-kemungkinan isteri mendapatkan perlakuan
sewenang-wenang dari suami.

Sebagai jalan keluar dari permasalahan di atas, maka perlu diadakan
sosialisasi mengenai pentingnya pembacaan sighat taklik talak secara baik dan
benar pada masyarakat khususnya para calon pengantin, tujuannya agar

mereka tahu seberapa pentingnya pengucapan sighat taklik talak untuk

13 Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak dalam
Perkawinan”, Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019): 172-173
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menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Serta
pemahaman mengenai konsep untuk mencapai keluarga yang bahagia, kekal
dan jauh dari perceraian dengan diadakannya taklik talak. Sebab apabila para
calon pengantin benar-benar faham mengenai konsep taklik talak khususnya
bagi para suami, tidak akan ada isteri yang terlantar, tersakiti, dan tidak

terpenuhi hak-haknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan taklik talak yang ada di Indonesia lebih menyerupai taklik
talak syarthi. Di mana dalam taklik talak syarthi lebih menekankan pada
penggantungan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan, yang
mempunyai maksud apabila salah satu syarat tersebut terpenuhi maka
talak akan jatuh, dengan syarat harus ada pengajuan ke Pengadilan Agama.
Ketentuan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah
masuk dalam kategori perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 46 Ayat 3
dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan
berupa taklik talak bukan sebuah hal yang wajib ada dalam sebuah
perkawinan, artinya pembacaannya dilakukan secara sukarela dan
kesepakatan antara akedua belah pihak. Dalam prakteknya, mempelai laki-
laki biasanya akan ditawari mau atau tidak membacakan sighat taklik talak
oleh pegawai pencatat nikah. Dan apabila janji taklik sudah diucapkan
maka tidak dapat ditarik Kembali.

2. Urgensi taklik talak yang dijadikan sebagai perjanjian perkawinan adalah
untuk melindungi isteri dari perlakuan sewenang-wenang suami dan
melindungi hak-hak isteri dalam perkawinan. Hak-hak yang dimaksud
adalah pertama, hak isteri untuk selalu dibersamai dalam semua keadaan
yang artinya suami tidak boleh meninggalkan isteri dalam kurun waktu

tertentu dengan alasan yang tidak jelas. Kedua, hak seorang isteri untuk

80
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mendapatkan nafkah dari suami, baik nafkah lahir maupun nafkah batin,
karena nafkah adalah sebuah kewajiban bagi suami. Ketiga, isteri harus
selalu mendapatkan perlakuan baik dari suami, artinya suami tidak boleh
menyakiti isteri secara fisik. Taklik talak merupakan salah satu upaya
preventif yang dilakukan guna melindungi hak-hak perempuan dalam

perkawinan.

B. Saran
Setelah penelitian yang dilakukan terkait urgensi dari perjanjian
perkawinan berupa taklik talak, dan juga telah dianalisis menurut literatur dan
sumber yang ada, saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada calon pengantin yang hendak menikah untuk
membacakan sighat taklik talak sesudah akad perkawinan dilangsungkan.

2. Sebelum para calon pengantin menikah, alangkah baiknya mereka
mempelajari dan memahami isi dari taklik talak, serta akibat hukum dan
tujuan yang terkandung di dalamnya, agar mereka bisa memahami hak dan
kewajibannyya sebagai suami isteri.

3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebaiknya memberikan sosialisasi
mengenai pentingnya pembacaan sighat taklik talak agar masyarakat
khususnya calon pengantin dapat memahami urgensinya dalam sebuah
pernikahan apabila dilakukan dengan baik.

4. Diperlukan penambahan isi dari sighat taklik talak, karena isi dari sighat
taklik talak yang ada sekarang penulis merasa belum cukup untuk

melindungi hak perempuan dalam perkawinan secara penuh.



DAFTAR PUSTAKA
BUKU

Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. Perkawinan dan Perceraian
Keluarga Muslim. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.

Asman, Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian
Fenomenologi. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Budiono, Abdul Rachman. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia.
Malang: Banyumedia Publishing, 2003.

Busriyanti. Figh Munakahat. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
Dep Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, Cet 3, 1994

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Ikhtisar Bahasa Indonesia Edisi
ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Sari Agung, 1993.

Effendi, Saekan Erniati. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya:
Arloka Surabaya, 1997.

Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris. Jakarta: Kencana, 2020.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ghazaly, Abdur Rahman. Figih Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2019
Junaidi, Dedi. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni, 1991

Kamsi. Politik Hukum dan Positivisasi Syarat Islam di Indonesia. Yogyakarta:
Suka Press, 2012.

Kenedi, John. Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Yogyakarta:
Samudra Biru, 2018.

Lukito, Ratno. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.
Jakarta: Inis, 1998

Lukito, Ratno. Tradisi Hukum Indonesia. Cianjur: IMR Press, 2012.

82



83

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama. Jakarta: Kencana, 205

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Muchrtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan
Bintang.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujid, M. Abdul dan Mabruru Thalhah Syafi’ah AM. Kamus Istilah Figh.
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mulia, Siti Musdah. Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan.
Banndung: Mizan Pustaka, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. Figih Muamalat. Jakarta: AMZAH, 2010

Nugroho, Anjar. Fikih Perempuan Kontemporer Hak-hak Perempuan dalam
Perkawinan. Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020.

Prodjodikoro, Wiryono. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Sumur
Bandung, 1991.

Rasid, Sulaiman. Figh Islam. Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007

Rofig, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Saifullah, Muhammad dan Muhammad Arifn. Hukum Islam; Solusi
Permasalahan Keluarga “Taklik Talak Hukumnya Wajib? . Yogyakarta:
UlI Press Yogyakarta; 2005

Soekanto, Soerjono. Penelitian’ Hukum ' Normatif “(Suatu" Tinjauan Singkat).
Depok: Raja Grafindo Persada,;2021.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar
Grafika, 2018.

Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana,
2014.

Umar, Nasruddin. Ketika Fikin Membela Perempuan. Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo, 2013

Yunus, M Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penafsiran Al-Qur’an



84

JURNAL

Asriati, “Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di
Indonesia”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, No. 1 (2012).

Baihaqi, Achmad, “Hak Istri dalam Taklik Talak Ditinjau dari Perspektif Hukum
Islam”, Jurnal KHULUQIYYA, Vol. 3, No. 2 (Juli 2021)

Haris, Syaefudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari
Hukum Perjanjian”, Jurnal Arena Hukum, no. 3 (Desember 2013)

Hermawan, Dadang, dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum
Materiil pada Peradilan Agama”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, No. 1
(2015).

Muthoin, “Analisis Taklik Talak Perspektif Gender”, Jurnal Muwazah, no. 12
(2012).

Muin, Abd, dan Ahmad Khotibul Umam. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam
dalam Sistem Hukum Positif?, Jurnal Risalah, Vol. 1, No. 1 (Desember
2016).

Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak dalam
Perkawinan”, Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019).

Nasution, Khoiruddin, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan
Perjanjian Perkawinan”, UNISIA, Vol. XXXI, No. 70 (Desember 2008).

Nugroho, Hibnu. “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi
Hukum Islam”. Jurnal of Islamic Law, Vol. VII, No. 1

Nurjihad, “Pembaharuan, Hukum Islam.di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi
Hukum'Islam™, Jurnal"'Hukum, (2004).

Saberiani. “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”,
Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 3, No. 1 (Juni
2021).

Shodikin, Akhmad, Ubaidillah, dan Muhammad Aip Syaripuddin. “Sighat Taklik
Talak Ditinjau dari Hukum Perjanjian”. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.
6, No. 2 (Desember 2021).

Sukatma, Suci Prafitri, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto. “Analisis
Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak
dalam Perkawinan Islam Indonesia”, e-Journal Komunitas Yustisia



85

Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IImu Hukum, no. 2
(2021).

Yusuf, Sofyan dan Moh. Thoriq Chacr, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab
dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga”, Vol. 10, No. 2 (Desember
2017)

SKRIPSI

Abadi, Ahmad Farhan. “Efektifitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Kota Madiun”. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.

Khotimah, Dwi Khsunul. “Pandangan Kyai Pondok Pesantren tentang Taklik
Talak (Studi Kasus Desa Sidomukti Kecamatan Kraksan Kabupaten
Probolinggo)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Nabilla, Hilmiatun. “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif
Gender”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

Rohmawati, Sri. “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Pembentukan Keluarga
Sakinah (Studi di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang)”. Skripsi,
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

INTERNET

Azizah, Laeli Nur. “Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya”.
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/

Kamus Hukum Online, https://kamushukum.web.id/

Kbbi online, https://kbbi.web:id

Kurniawan, Haikal. “Hak Individual dan Hak Kolektif”.
https://suarakebebasan.id/hak-individual-dan-hak-kolektif/

Redaksi. “Mengapa Norma Diperlukan Dalam Masyarakat”.
https://www.pppa.or.id/mengapa-norma-diperlukan-dalam-masyarakat/

UNDANG — UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam


https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/
https://kamushukum.web.id/
https://kbbi.web.id/
https://suarakebebasan.id/hak-individual-dan-hak-kolektif/
https://www.pppa.or.id/mengapa-norma-diperlukan-dalam-masyarakat/

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syariah Nabilla

NIM : 520181037

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga / Hukum Islam
Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian / karya saya

sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 14 Desember 2022

Saya yang menyatakan

. }4@, e

¥ -7 SEPULUM RIBU RUPAH

NIM. $20181037



BIOBAHAN HUKUM PENELITI

Nama

Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

NIM

Fakultas

Jurusan / Prodi

Alamat Asal

Riwayat Pendidikan :

: Syariah Nabilla

: Lamongan, 17 Januari 2000

. Perempuan

> Islam

: 520181037

: Syariah

: Hukum Islam / Hukum Keluarga

: Desa Kalanganyar Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan

Karanggeneng Kahbupaten Lamongan

1) TK Muslimat At-Tagwa Kalanganyar (2004-2006)
2) MI Ma’arif At-Tagwa Kalanganyar (2006-2012)
3) MTs Fathul Hidayah Pangean (2012-2015)
4) MA Matholi’ul Anwar Simo (2015-2018)



